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ABSTRAK 
 
Enggra Mamonto, E 131 13 007, dengan “Kerjasama Indonesia Dan Australia 
Dalam Bidang Keamanan Untuk Menangani Kasus Illegal fishing Di 
Perbatasan Kedua Negara”, di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, MA 
selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing II, 
pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin.  
Penelitian ini menggambarkan Kerjasama Indonesia dan Australia dalam dalam 
menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua negara. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerjasama kedua negara dalam menangani 
kasus illegal fishing. Pembahasan difokuskan pada efektivitas kerjasama yang 
dilakukan kedua negara dalam kurun waktu 2010-2015 dan apa tantangan dan 
prospek dari kerjasama ini. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analitik. Adapun teknik pengumpulan 
data, penulis memperoleh dari wawancara dan studi pustaka yang menelaah 
sejumlah buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel ilmiah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia 
dalam bidang keamanan untuk menangani kasus illegal fishing ini berjalan dengan 
efektif. Hal ini bisa dilihat dari angka kejahatan illegal fishing yang dilakukan 
oleh para nelayan asal Indonesia yang dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami 
penurunan. Tidak hanya manfaat dari segi nelayan Indonesia yang tertangkap 
mengalami penurunan, akan tetapi kerjasama yang dilakukan sudah memberikan 
manfaat lain kepada masyarakat antara lain sosialisasi oleh Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Indonesia kepada masyarakat yang berada di perbatasan Indonesia 
dan Australia tentang larangan untuk menangkap ikan diwilayah Australia dan 
juga pemberian bantuan kepada para staf Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Indonesia melalui pelatihan para awak kapal hingga pelatihan bahasa inggris. 
Adapun tantangan yang dihadapi dalam kerjasama ini antara lain masih 
terdapatnya nelayan Indonesia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di 
wilayah Australia dan juga terkait masalah politik yang bisa mengganggu 
kerjasama antara kedua negara. sedangkan prospek dari kerjasama ini antara lain 
Indonesia dan Australia bisa bekerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan 
juga secara lansung yaitu Papua Nugini dan Timor Leste untuk menekan angka 
kejahatan illegal fishing yang terjadi di perbatasan kedua negara. 
 
 
Kata kunci : Indonesia, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Illegal fishing,   
Kerjasama Keamanan  
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ABSTRACT 
 
Enggra Mamonto, E 131 13 007, with the title “Indonesia - Australia 
Cooperation in the field of security in handling Illegal fishing cases in state 
borders”, with Dr. H. Adi Suryadi B, MA as as main supervisor, and Aswin 
Baharuddin, S.IP, MA as assistand advisor, in the Department of International 
Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.  
This research portray the cooperation between Indonesia and Australia in handlind 
illegal fishing cases in state borders. It aims to discover the effectiveness of the 
cooperation in handling illegal fishing. This study focuses on the effectiveness of 
the cooperation between 2010 - 2015, and identifying the challenges and 
prospects of this cooperation. The type of research used is Descriptive - Analytic 
research. Data collecting  technique used are interviews and library research, as 
well as gathering information from various written sources such as books, 
journals, newspapers, documents, and scientific articles. The result of this study 
concludes that the cooperation conducted by Australia and Indonesia in the field 
of security and handling illegal fishing in state borders to be effective. This can be 
seen by the declining number of illegal fishing cases by Indonesian fishermen 
from 2010 - 2015. Not only the is the number of illegal fishing cases by 
Indonesian fishermen declining, the cooperation is also beneficial to the society, 
as it provides socialization programs to the border communities by the Indonesian 
Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the regulations concerning fishing in 
Australian territories, as well as providing aid to the Indonesian Ministry of 
Marine Affairs and Fisheries through ship crew training programs and english 
courses. The cooperation also faced some obstacles such as, the existing number 
of Indonesian Fishermen still fishing illegally in Australian waters, and political 
factors that may affect the cooperation between the two countries. The prospects 
that this cooperation may bring to Indonesia and Australia is the opportunity to 
work together with other neighbouring countries, such as Papua New Guinea nad 
Timor Leste to reduce the number of illegal fishing cases in their respective 
borders. 
 
 
Keywords: Indonesia, Australia, Timor Leste, Papua New Guinea, Illegal 
fishing, Security Cooperation 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kerjasama antara Indonesia dan Australia sudah berjalan cukup lama. 
Hal ini dibuktikan dengan salah satu kerjasama yang terjadi pada tahun 1974 
antara kedua negara. pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia telah 
membuat nota kesepahaman atau MoU mengenai “Memorandum of 
Understanding between the Government of Australia and the Government of 
the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian 
Traditional Fisherman in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and 
Continental Shelf”, yang dikenal dengan istilah MOU BOX 19741. 
Perjanjian ini menghasilkan beberapa poin yang di sepakati oleh 
kedua negara. Diantaranya adalah: aturan pertama yang terkait dengan 
kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1) yang diperbolehkan melakukan 
kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Australia adalah 
nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan perahu tradisio-nal; 
2) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sum-berdaya ikan di wilayah perikanan 
Australia dilakukan pada daerah-daerah yang berdekat-an dengan Ashmore 
Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet; 3) 
nelayan tradisional diperbolehkan untuk meng-ambil air minum pada East 
                                                          
1Bisma Abiyanda. 2013.  “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Membela Hak Nelayan Tradisional 
di Pulau Pasir Australia”, eJournal hubungan Internasional, Vol. 1, no. 2. Hal. 523-530. 
2 
 
Islet dan Midle Islet; dan 4) nelayan tradisional diperbolehkan mengambil: 
trochus (lola), beche de mer (teripang), abalone (simping), greensnail (siput 
hi-jau), spogens dan molusca (binatang lunak) lainnya, di dasar laut yang 
berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef dan 
Seringapatam Reef2. 
Aturan kedua yang terkait dengan kegiatan yang dilarang, yaitu: 1) 
nelayan tradisional dilarang mendarat untuk mengambil air minum (air tawar) 
di luar dari daerah yang sudah ditetapkan; 2) nelayan tradisional dilarang 
untuk tu-run ke darat pada waktu berlindung diantara pulau-pulau 
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini; (3) nelayan tradisional dilarang 
untuk menangkap dan mengambil penyu di wilayah perikanan Australia dan 
trochus (lola), beche de mer (teripang), abalone (simping), greensnail (siput 
hijau), spogens dan molusca (binatang lunak), pada daerah dasar laut dalam 
yang berbatasan dengan garis air tertinggi sam-pai ketinggian kontinen; dan 
4) nelayan tradi-sional dilarang melakukan eksplorasi dan eks-ploitasi sumber 
daya alam hayati di landas kon-tinen, di luar dari pada yang ditetapkan dalam 
perjanjian ini3. 
Isi perjanjian ini menegaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 
Indonesia dan Australia dalam menangani kasus kejahatan transnasional 
khususnya Illegal fishing telah lama terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyak 
faktor di antaranya adalah kondisi geografis Indonesia dan Australia yang 
bertetangga.  
                                                          
2Akhmad Solihin. 2010. “Konflik Illegal fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia”, 
Marine Fisheries, Vol. 1, no. 1, hal. 29-36. 
3Ibid. Hal. 31 
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Kemudian juga Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang 
sama yaitu menjaga kedaulatan dan juga menjaga hasil-hasil laut masing-
masing negara. Kerjasama yang terakhir dilakukan adalah kerjasama antara 
Angkatan Perbatasan Australia atau Australian Border Force, the Australian 
Fisheries Management Authority, dan juga Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Indonesia. Kerjasama ini dilakukan melalui patroli bersama antar 
kedua negara dalam pengawasan terhadap Illegal fishing4. 
Adapun kerjasama-kerjasama di atas dilakuan karena dilandasi oleh 
faktor menjaga kedaulatan masing-masing negara karena telah banyak kasus 
Illegal fishing yang terjadi di perbatasan kedua negara ini khususnya yang 
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Pada tahun 2010, kedua negara 
semakin mempererat kerjasamanya. Ini ditandai dengan Perdana Menteri 
yang baru dilantik yaitu Julia Gillard melakukan kunjungan resmi bilateral 
pertama ke Indonesia.  
Yang salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari kunjungan ini 
adalah di mana kedua negara akan saling mempererat kerjasama di berbagai 
sektor tak terkecuali di sektor penanggulangan kasus Illegal fishing. 
Kerjasama pun terus ditingkatkan hingga pada tahun 2015 kedua negara 
melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Menteri Pertanian dan 
Sumber Daya Air Australia sepakat untuk bekerjasama dalam menanggulangi 
Illegal fishing dengan membentuk patroli bersama disekitar perbatasan 
                                                          
4Joint Australia/Indonesia illegal fishing patrol a succes. 2016., diakses dari: 
http://www.afma.gov.au/joint-australiaindonesia-illegal-fishing-patrol-success/, pada tanggal 20 
November 2016. 
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Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Dan juga kedua negara sepakat 
untuk mengembangkan sektor perikanan.  
Pada Mei tahun 2014 saja, pihak kepolisian Australia menangkap 5 
Warga Negara Indonesia yang diketahui mencuri ikan di perairan Australia 
tepatnya di laut Pacitan pada tanggal 19 Mei 2014. Kelima WNI ini berasal 
dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan5.  
Namun akhirnya pada Juni 2014, kelima WNI ini dibebaskan oleh 
Pihak berwenang Australia. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia 
dan Australia semakin gencar melakukan kerjasama-kerjasama di bidang 
trannasional khususnya Illegal fishing.  
Dalam 10 tahun terakhir saja, sudah 1.200 kapal Indonesia yang 
ditenggelamkan oleh pihak berwenang Australia6. Dan ini menunjukan bahwa 
masih perlunya kerjasama yang lebih erat lagi oleh kedua negara untuk 
mengatasi Illegal fishing ini. 
Banyaknya kerjasama yang dilakukan oeh kedua negara dan juga 
masih banyaknya kasus-kasus terkait Illegal fishing yang terjadi di perbatasan 
Indonesia dan Australia, maka penulis tertarik untuk melihat efektivitas 
kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini dalam menangani Illegal 
fishing.  
 
                                                          
5Nofika Dian Nugroho, “5 Nelayan Asal Sinjai diTangkap Polisi Australia”, Tempo.co, 24 Mei 
2014.  Diakses dari: https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/24/058580074/5-Nelayan-Asal-
Sinjai-Ditangkap-Polisi-Australia, pada tanggal 20 November 2016. 
6“Diam-diam Australia sudah Tenggelamkan 1.200 Kapal RI, Finance.Detik.com, 26 Februari 
2015.  Diakses dari: http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2843383/diam-diam-
australia-sudah-tenggelamkan-1200-kapal-ri, pada tanggal 21 November 2016 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Penelitian ini berfokus pada efektivitas kerjasama-kerjasama yang 
telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia guna menangani 
kasus Illegal fishing di perbatasan kedua negara. Khususnya pada kerjasama 
pada tahun 2010-2015. Penulis ingin menggunakan sasaran dan capaian yang 
telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia selama kerjasama yang 
berlansung lima tahun tersebut.  
Dengan batasan tersebut, berikut merupakan formulasi rumusan 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini:  
1. Bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia dan Australia dalam 
menangani kasus Illegal fishing di perbatasan kedua negara? 
2. Apa tantangan dan prospek yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia 
dalam menangani kasus Illegal fishing di perbatasan kedua negara? 
 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektivitas kerjasama Indonesia dan Australia 
dalam menangani kasus Illegal fishing di perbatasan kedua negara. 
2. Untuk mengetahui tantangan dan prospek yang dihadapi oleh 
Indonesia dan Australia dalam menangani kasus Illegal fishing di 
perbatasan kedua negara. 
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Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu Untuk memberikan 
sumbangan pemikiran dan informasi bagi akedemisi Ilmu Hubungan 
Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan 
memahami kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan 
Australia dalam menangani Illegal fishing. Dan melihat tantangan 
yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani kasus Illegal 
fishing ini. 
Kemudian Sebagai referensi bagi setiap aktor hubungan 
internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun 
organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional 
maupun internasional tentang kerjasama yang telah dilakukan oleh 
Indonesia dan Australia dalam menangani Illegal fishing. Dan melihat 
tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani kasus 
Illegal fishing ini. 
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D.  Kerangka Konseptual 
1. Konsep Kerjasama Keamanan 
Dewasa ini, kerjasama antar negara menjadi hal yang cukup penting 
dilakukan dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan juga sumber daya manusia.  Yang di mana tidak ada negara di 
dunia ini yang bisa hidup tanpa bekerjasama dengan negara lain. Kerjasama 
dilakukan oleh karena adanya kebutuhan dari negara-negara tersebut. yang di 
mana kerjasama dilakukan tidak hanya oleh dua negara atau bilateral tetapi 
juga dilakukan oleh lebih dari dua negara atau multilateral. Kerjasama 
betujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat lagi bagi dua negara 
atau lebih.  
Kerjasama internasional dapat dilakukan di dalam segala aspek 
kehidupan, antara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, 
pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek lainnya. Dengan adanya 
ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik 
yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang 
melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional pada umumnya7. 
Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan 
masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-
kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan 
mengancam negara-negara yang terlibat.  
                                                          
7Tazrian Juniarto Saputra, “Kerjasama United Enviromental Protection Agency (US-EPA) – 
Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Udara & Kesehatan Publik (Studi kasus Program  
Breathe Easy Jakarta)”, eJournalHubunganInternasional, Vol . 1, no. 2. Hal 119-128. 
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Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi  dan politik domestik 
tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem 
internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama8. 
Hal di atas menjelaskan bahwa kerjasama dibutuhkan oleh setiap 
negara untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh 
negara tersebut. baik dari segi sosial, ekonomi, hingga poltik.  Seperti 
kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia yang di mana kedua 
negara sepakat bekerjasama dikarenakan ada masalah yang harus kedua 
negara selesaikan. 
Kemudian KJ. Holsti menyatakan bahwa transaksi dan interaksi 
diantara Negara-negara dlam sistem Internasional saat ini adalah bersifat rutin 
dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau 
global yangmemerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan 
khusus, sejumlahpemerintahan saling mendekati dengan penyelesaian yang 
diusulkan,merundingkan atau membahas masalah, mengenukakan bukti 
teknis untukmenyetujui atau penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri 
perundingan dengan Program breathe easy Jakarta atau pengertian tertentu 
yang menguatkan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau 
kerjasama9. 
 
 
                                                          
8William D.Coplin, Pengantar PolitikInternasional: Suatu Telaah Teoritis, Terj. Marcedes 
Marbun, Bandung, CV. SinarBaru, 1992, hal. 263. 
9Tazrian Juniarto Saputra, op cit., hal 122-123 
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara-negara akan 
saling merundingkan atau bernegosiasi tentang masalah-masalah yang sedang 
dihadapi oleh negara-negara bersangkutan dan kemudian jika sudah terdapat 
kesepakatan antar negara yang bernegosiasi maka akan muncul suatu 
perjanjian yang mengikat kedua negara atau lebih untuk dapat memecahkan 
masalah yang sedang dihadapi. 
Hal ini pula yang terjadi antara Indonesia dan Australia yang di mana 
kedua negara merundingkan atau bernegosiasi tentang salah satu masalah 
yang kedua negara hadapi yaitu kasus Illegal fishing di perbatasan kedua 
negara. Setelah berunding dan mencari jalan keluar dari masalah yang 
dihadapi, kemudian kedua negara membuat perjanjian-perjanjian yang 
mengikat bagi kedua negara. 
Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh berbagai 
negara adalah kerjasama di bidang keamanan. Menurut Barry Buzan, 
kemananan merupakan suatu konsep yang relative sifatnya, namun dalam 
pengertian yang lebih luas, keamanan dapat diartikan sebagai kemerdekaan 
atas suatu ancaman tertentu, dan kemampuan negara dan masyarakat untuk 
mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka 
terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap musuh. Dasar utama dari 
keamanan adalah bertahan hidup, yang dapat mencangkup tradisi dan 
eksistensi suatu negara10. 
                                                          
10Barry Buzan, dalam Achmad Insan Maulidy,- Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, 
Singapura Dalam Mengatasi  Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009, skripsi, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 11. 
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Pengertian lain dari keamanan menurut Barry Buzan adalah keamanan 
sebagai suatu gagasan yang lebih luas dibandingkan dengan kekuasaan, yang 
mempunyai bentuk atau pola yang lebih bermanfaat di dalam melakukan 
kerjasama11.  
Dalam hal ini patroli terkoordinasi yang dilakukan oleh Indonesia dan 
Australia adalah suatu kerjasama keamanan yang dilakukan atas dasar 
bertahan hidup dan menghilangkan ancaman-ancaman di antara kedua negara 
yang dapat membahayakan eksistensi negara tersebut. 
Kerjasama keamanan dilakukan oleh negara untuk tujuan penting, 
kelansungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-
negara lain12. Hal ini menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 
berbagai negara khususnya antara Indonesia dan Australia dalam menangani 
Illegal fishing di perbatasan kedua negara adalah suatu bentuk kerjasama 
yang dilakukan demi kelansungan hidup negara-negara tersebut dan juga 
sumber daya mereka. Konsep ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa 
bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam bidang 
keamanan untuk menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua negara. 
karena kerjasama keamanan yang dilakukan oleh kedua negara adalah 
kerjasama patroli bersama antara otoritas Pemerintah Indonesia dan otoritas 
Pemerintah Australia. 
 
 
                                                          
11Ibid, hal. 189. 
12Carlsnaes Walter, at al, Handbook Hubungan Internasional, terj. Imam Baehaqie, Bandung, 
Nusa Media, 2013, hal. 763 
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2. Konsep Kejahatan Lintas Negara (Transnational crime) 
Istilah kejahatan transnasional (transnational crime) merupakan 
perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk 
kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah 
organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali 
dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan 
Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations’ Congress on the 
prevention of crime and the treatment of offenders) pada tahun 197513. 
Istilah ‘transnational crime’ diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan 
kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi 
yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai 
bisnis” (crime as business). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkaui 
perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, 
telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok 
kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional14. 
Hal di atas menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan kejahatan 
melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di 
berbagai negara. Hal ini juga berkaitan erat dengan yang terjadi di perbatasan 
Indonesia dan Australia yang di mana terjadi pelanggaran lintas batas negara 
yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebaliknya yang 
melakukan tindakan kejahatan Illegal fishing yang berdampak pada 
                                                          
13Moh Irvan Olii, “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang 
Transnational crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4, no. 1. Hal. 14-27 
14Ibid, Hal. 20. 
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pelanggaran hukum di kedua negara. Kejahatan dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan transnasional atau bukan dapat dilihat dari:15 
a. Melintasi batas negara; 
b. Pelaku lebih dari satu, bisa nation-state actor ataupun yang 
lain,; 
c. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional 
(misalnya individu  dalam pandangan kosmopolitan) di negara 
lain; 
d. Melanggar hukum di lebih dari satu negara. 
Dalam kaitannya dengan kejahatan lintas negara yang terjadi di 
perbatasan  Indonesia dan Australia khususnya dalam bidang Illegal fishing, 
poin-poin di atas sudah dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang terjadi di 
perbatasan Indonesia dan Australia merupakan kejahatan lintas negara atau 
transnational crime karena sudah melintasi batas negara, dilakukan oleh 
orang-orang selain aktor negara misalnya suatu kelompok masyarakat, 
memunculkan efek negatif terhadap negara yang terdampak, dan tentu 
melanggar hukum di negara terdampak. 
Transnasional crime adalah suatu kejahatan yang terjadi lintas negara 
dalam arti bahwa sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan 
apabila terjadi pelanggaran hukum sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan 
yang dirumuskan, dirancang, disiapkan melakukan lintas negara untuk 
memasuki yuridiksi negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai 
                                                          
15Muladi, dalam Pranyoto, Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transnational crime Menurut 
Hukum Positif Indoneisa, Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. hal. 4-5. 
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kejahatan transnasional. Kontrol terhadap perbatasan sangat perlu dalam 
menghadapi ancaman kejahatan lintas negara. Penurunan kontrol perbatasan 
telah terbukti menjadi fasilitator penting dari kejahatan transnasional16. 
Kontrol perbatasan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu negara saja, 
melainkan juga bisa bekerjasama dengan negara yang berbatasan lansung 
guna menghadapi kejahatan lintas negara. Oleh karena itu Indonesia dan 
Australia mengdakan kerjasama perbatasan dalam menangani kasus-kasus 
Illegal fishing. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini menjelaskan bagaimana 
kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia 
dalam menangani Illegal fishing. Dan melihat tantangan yang dihadapi 
oleh kedua negara dalam menangani kasus Illegal fishing ini. 
Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi 
tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan 
penelitian, dan lokasi penelitian.  Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu 
penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris 
                                                          
16Mangai Natarajan, International Crime and Justice, Cambridge, cambridge university press, 
2011, hal. 6.  
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disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan 
dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
Library Research dan wawancara untuk mendapatkan data-data yang 
dibutuhkan. Data-data didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, 
serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat 
kabar harian. Data penelitian ini juga didapatkan dari hasil wawancara 
dengan Saudara Frans Ohoirat selaku Staf Kapal Direktorat Patroli Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dokumen yang penulis peroleh 
didapatkan juga melalui saudara Frans Ohoirat dan juga diwebsite Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia. 
Bahan-bahan tersebut dari beberapa tempat yang penulis  kunjungi, 
yaitu: 
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar; 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Jakarta; 
3. Kedutaan Besar Australia di Jakarta; 
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta; 
5. Perpustakaan CSIS di Jakarta; 
6. Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta; 
7. Perpustakaan LIPI di Jakarta. 
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3. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer  Data sekunder merupakan data yang diperoleh 
melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs 
internet, institut dan lembaga terkait. Adapun, data yang dibutuhkan ialah 
data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang kerjasama 
yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani 
Illegal fishing. Dan melihat tantangan yang dihadapi oleh kedua negara 
dalam menangani kasus Illegal fishing ini. 
 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 
menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. 
Menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta, 
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 
menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif 
memperkuat analisis kualitatif. 
 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan  oleh  penulis  ialah  metode  
deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang 
diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis 
data.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kejahatan Lintas Negara (Transnational crime) 
Perkembangan globalisasi, perdagangan bebas hingga kemajuan 
teknologi komunikasi yang kemudian tidak hanya meningkatkan kemajuan 
dunia dan kesejahteraan umat manusia itu sendiri melainkan juga muncul 
masalah-masalah baru yang dapat mengancam keamanan manusia itu sendiri. 
baik yang berada dalam satu negara, kawasan, hingga global. Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi seakan-akan mengesampingkan batas-batas 
wilayah suatu negara sehingga menyebabkan mudahnya terjadi perpindahan 
barang dan jasa.  
Hal ini kemudian memunculkan berbagai macam masalah baru dalam 
dunia internasional yang di mana dengan semakin berkembangnya kemajuan 
teknologi dan informasi serta perekonomian secara tidak lansung semakin 
meningkatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan tidak hanya oleh pribadi, 
kelompok, tapi bahkan sudah melibatkan organisasi-organisasi besar. Yang di 
mana tidak hanya juga terjadi disatu negara melainkan sudah merambah ke 
negara-negara tetangga hingga global yang kemudian mengancam keamanan 
mayarakat internasional itu sendiri. 
R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian 
kejahatan adalah  suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
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undang-undang. Di tinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 
penderita, juga sangatmerugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban17. Salah satu kejahatan yang mulai 
berkembang dan mengganggu stabilitas negara adalah kejahatan 
transnasional. 
Kejahatan transnasional tidak hanya terjadi dalam satu negara saja, 
melainkan juga sudah merambah ke berbagai negara hingga global yang 
melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Hal ini kemudian yang disebut 
dengan kejahatan lintas negara atau transnational crime.  
Selama dua dekade terakhir, globalisasi telah mengiringi pertumbuhan 
yang signifikan terhadap kejahatan transnasional baik kejahatan terorisme 
global, kejahatan perdagangan barang antik, kejahatan perdagangan orang, 
kejahatan perdagangan obat-obatan, hingga penyelundupan imigran18. 
Secara konseptual Transnational crime dapat diartikan sebagai suatu 
kejahatan yang melintasi batas negara. kejahatan transnasional juga 
melibatkan penyeberangan perbatasan sebagai bagian integral dari kegiatan 
kriminal. Kegiatan ini juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara 
dengan konsekuensi yang secara signifikan mempengaruhi negara-negara 
                                                          
17Syahruddin, dalam Andi Muhammad Alfiansyah, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kabupaten Gowa Tahun 2009-2013) Makassar: 
Unhas. Hal. 10. 
18Sharon Pickering and Jude McCulloch, “Social Justice”, Introduction: Beyond Transnational 
crime, Vol. 34, no. 2. Hal. 1. 
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lain19. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan transnasional tidak hanya 
mempengaruhi satu negara melainkan juga berdampak pada negara-negara 
lain.  
Kejahatan transnasional, mengacu pada fenomena pidana tertentu 
melampaui batas-batas internasional, melanggar hukum beberapa negara, atau 
memiliki dampak pada negara lain. Ini mencakup pelanggaran yang awal, 
pencegahan dan / atau efek langsung atau tidak langsung melibatkan lebih 
dari satu negara. Dengan kata lain, itu adalah sebuah pelanggaran yang 
memiliki dimensi internasional20. kejahatan transnasional termasuk 
pelanggaran yang awal, pencegahan, dan / atau efek langsung atau tidak 
langsung melibatkan lebih dari satu negara21. 
Kejahatan transnasional bukan hanya telah menjadi satu negara 
melainkan juga sudah mencakup masalah regional hingga global yang di 
mana dibutuhkan kerjasama yang tepat guna menanggulangi kejahatan 
transnasional ini. Negara-negara miskin dan berkembang merupakan salah 
satu daerah yang rentan akan terjadinya kasus-kasus kejahatan transnasional 
ini dikarenakan lemahnya negara-negara miskin dan berkembang ini 
mengawasi perbatasan mereka. Kejahatan transnasional tidak hanya terjadi 
dalam skala yang besar, juga tidak harus perusahaan, Juga tidak selalu tentang 
                                                          
19Margaret E. Beare, Encyclopedia of Transnational crime & Justice: Introduction, Toronto, Sage 
Publications, 2012, hal xix. 
20Transnational crimehttp://osetc.gov.ph/index.php/transnational-crimes, diakses pada tanggal 3 
Januari 2017. 
21Gerhard O. W. Mueller, 1998, “Transnational crime: Definitions and Concepts”, Transnational 
Organized Crime, Vol. 4, Autumn/Winter, hal. 3&4. 
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Mafia22. Dengan kata lain, kejahatan transnasional dapat terjadi dalam 
berbagai bidang baik ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.  
Kondisi geografis suatu negara memiliki peranan yang penting dalam 
terjadinya kasus-kasus kejahatan lintas negara ini. Kemudian juga keadaan 
geografis suatu negara memiliki dampak yang sigifikan dalam menentukan 
arah dan kebijakan kerjasama yang akan dilakukan untuk mengatasi 
permasalan kejahatan transnasional ini. Transnational crimes atau kejahatan 
transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni: 
1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut 
melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku. 
2. Kejahatan transnasional adalah lingkup aksi atau tindakan 
yang dilakukantersebut telah melewati batas-batas negara atau 
lintas negara23. 
Globalisasi, terutama perubahan yang cepat dalam teknologi 
mendorong pertumbuhan pasar gelap dan kejahatan transnasional. Globalisasi 
juga dapat memberikan motivasi untuk terlibat dalam kejahatan transnasional. 
Salah satu faktor kemudian yang menjadi penyebab meningkatnya kejahatan 
transnasional adalah di mana terjadi disparitas pendapatan dan kesenjangan di 
antara masyarakat24. Hal ini kemudian yang mendorong orang untuk berbuat 
                                                          
22Dennis M. P. McCarthy, An Economic History of Organized Crime A national and transnational 
approach, Abingdon, Routledge Studies in Crime and Economics, 2011, hal. 20. 
23Muzadi Hasyim,  Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : 
Rafika Aditama,  2004 hal. 52. 
24Jude McCulloch&Sharon Pickering, Borders and CrimePre-Crime, Mobility and Serious Harm 
in an Age of Globalization, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2012, hal. 4. 
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apa saja demi memenuhi kebutuhannya dan salah satunya yaitu melakukan 
kejahatan lintas negara.  
Proses umum globalisasi dekade terakhir memberikan penjelasan 
utama  bagi munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan 
penurunan kepentingan perbatasan antar negara, kejahatan transnasional telah 
meningkat secara dramatis. Asumsi ini sampai batas tertentu 
menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional. Hal 
itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. 
Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena orang, 
barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka hanya melintasi 
perbatasan ketika ada alasan untuk itu25. 
Kejahatan transnasional bukan hanya berdampak pada satu negara 
tetapi sudah mencakup negara lain bahkan global sehingga hal ini bukan 
hanya menjadi permasalahan satu negara saja melainkan sudah menjadi 
permasalahan dunia yang harus segera di tuntasakan karena sudah merugikan 
banyak pihak. Kejahatan transnasional membutuhkan kerjasama dua atau 
lebih negara untuk menanganinya26.  
Sesuai salah satu Konvensi PBB yang menentang kejahatan 
transnasional ini, oleh karena sangat merugikan, maka dari itu diperlukan 
kerjasama yang lebih masif antar negara yang terdampak hingga kerjasama 
regional bahkan internasional dibutuhkan guna memerangi kejahatan 
                                                          
25Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama  Internasional di Bidang Penegakan 
Hukum, 2012, hal. 20-21. Diakses dari: http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf. 
26Philip Reichel&Jay Albanese, Handbook ofTransnationalCrime and Justice, New York, Sage 
Publications, Inc, 2014, hal. 6.  
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transnasional ini. Hal ini juga berkaitan erat dengan yang terjadi di perbatasan 
Indonesia dan Australia yang di mana terjadi pelanggaran lintas batas negara 
yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebaliknya yang 
melakukan tindakan kejahatan Illegal fishing yang berdampak pada 
pelanggaran hukum di kedua negara. Kejahatan dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan transnasional atau bukan dapat dilihat dari:27 
a. Melintasi batas negara; 
b. Pelaku lebih dari satu, bisa nation-state actor ataupun yang 
lain,; 
c. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional 
(misalnya individu  ) di negara lain; 
d. Melanggar hukum di lebih dari satu negara. 
Kejahatan yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Australia 
sudah dapat digolongkan menjadi kejahatan lintas negara karena sudah 
memenuhi kriteria-kriteria di atas yaitu sudah melintasi batas negara yang 
artinya nelayan Indonesia sudah memasuki wilayah Australia, nelayan yang 
melakukan pencurian ikan tersebut tidak hanya satu orang, melainkan lebih 
dari satu orang, sudah memberikan dampak negatif kepada Australia, dan 
juga jelas melanggar hukum di Australia. 
 
 
 
                                                          
27Muladi, dalam Pranyoto, Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transnational crime Menurut 
Hukum Positif Indoneisa, Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. hal. 4-5. 
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B. Kerjasama Keamanan 
Dewasa ini, ilmu hubungan internasional berkembang dengan pesat. 
Setelah Perang Dingin berakhir, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. 
Yang di mana sebelum Perang Dingin berakhir, ilmu hubungan internasional 
hanya berfokus pada negara dengan menitikberatkan pada kajian-kajian yang 
hanya membahas tentang perang dan damai. Akan tetapi hal itu kemudian 
berkembang setelah berakhirnya perang dingin, yang di mana ilmu hubungan 
internasional tidak hanya berfokus pada kajian tentang negara atau perang 
dan damai, akan tetapi muncul kajian-kajian baru dalam ilmu hubungan 
internasional misalnya ekonomi, budaya, sosial. Lingkungan hidup, kejahatan 
lintas negara, hingga kerjasama-kerjasama internasional. 
Kerjasama internasional setelah perang dingin berakhir menjadi 
sesuatu yang mutlak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Walaupun 
sebenarnya kerjasama internasional telah tercipta sebelum perang dingin, 
akan tetapi setelah perang dingin berakhir kerjasama internasional tidak 
hanya tentang kerjasama mengenai perang dengan negara musuh akan tetapi 
mulai ada perubahan yang di mana kerjasama internasional dilakukan dalam 
hampir segala aspek. Hal ini tidak terlepas di mana suatu negara tidak bisa 
hidup tanpa bekerjasama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan adanya 
saling ketergantungan antara satu negara dengan yang lain. Kerjasama 
internasional sangat dibutuhkan saat ini demi meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat dan juga sebagai alat untuk mencari solusi dari sebuah 
permasalahan yang muncul.  
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Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari 
perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang 
muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing 
pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul 
penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk 
membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan 
dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. 
Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai 
berikut28: 
a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan 
saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau 
dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. 
b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang 
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk 
mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.  
c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau 
lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau 
benturan kepentingan. 
d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan 
yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. 
e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. 
 
                                                          
28K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir 
Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653 
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Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara 
secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam 
organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, 
Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional 
merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi 
dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat 
internasional29. Hal ini menjelaskan bahwa kerjasama internasional sangat 
diperlukan oleh negara-negara di dunia yang oleh karena adanya 
ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dan juga semakin 
bertambahnya kompleksitas manusia dalam hubungannya dengan masyarakat 
internasional. 
Kerjasama internasioanl dapat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai 
dari kejasama bilateral atau kerjasama yang dilakukan hanya oleh dua negara 
dan juga kerjasama multilateral yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. 
Kerjasama internasional juga tidak terbatas pada kerjasama antar negara saja, 
melainkan juga bisa terjadi antara negara dengan organisasi-organisasi 
internasional. Negara bekerja sama untuk berbagai tujuan, yang kadang-
kadang cukup efektif30.  
 
 
                                                          
29Koesnadi Kartasasmita, dalam Dwiky Jiwo Satrio, Kepentingan Indonesia Melakukan 
Kerjasama Dengan Slovakia Tahun 2006-2011, Universitas Riau, Pekanbaru, hal. 4. 
30John Gerard Ruggie, Multilateralism matters : the theory and praxis of an institutional Form, 
Columbia, New York, Columbia University Press, 1993, hal. 338. 
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Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional 
yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu 
utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana 
keuntungan bersama yang diperoleh dapat mendukung konsepsi dari 
kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif31. 
Kerjasama internasional dilakukan dalam berbagai bidang baik 
ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, hingga kerjasama 
keamanan. Dalam pengertian umum, keamanan manusiawi didefinisikan 
sebagai kebebasan manusia dari rasa takut dan bebas dari rasa ingin dalam 
arti luas32. Kerjasama keamanan dewasa ini sangat dibutuhkan oleh negara-
negara didunia yang oleh karena semakin meningkatnya permasalahan 
keamanan yang muncul beberapa tahun terakhir. Permasalahan keamanan 
yang cukup serius dirasakan oleh dunia adalah ketika serangan bom di 
gedung menara kembar World Trade Center di Kota New York, Amerika 
Serikat pada tanggal 11 September 2001. Permasalahan keamanan di dunia 
semakin meningkat ancamannya yang di mana tidak hanya dilakukan dalam 
satu negara melainkan sudah merambah ke negara lain bahkan sudah menjadi 
permasalahan dunia. Hal inilah yang kemudian mendorong negara-negara di 
dunia untuk melakukan kerjasama keamanan tak terkecuali Indonesia dan 
Australia.  
                                                          
31Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 33-34.   
32Baiq L.S.W.Wardhani, Kajian Asia Pasifik: Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di 
Pasifik Selatan Menghadapi Kepentingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional, Malang, 
Instrans Publishing , 2015, hal. 152. 
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Secara tradisional pemikiran keamanan identik dengan tujuan maupun 
penggunaan kekuatan atau persaingan melalui kapabilitas militer dalam 
menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan 
negaranya. Melihat negara lain yang berpotensi sebagai ancaman dianggap 
musuh yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatan persenjataan. 
Sehingga pemikiran (security) keamanan secara konvensional lebih 
didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang. Security secara 
tradisional dapat dipahami sebagai pertahanan diri (survival) dalam 
menghadapi suatu ancaman yang nyata (existential threat) dan sebagai 
justifikasi negara untuk mengatasinya33. 
Perang antar suku, HAM, masalah lingkungan, terorisme, masalah 
kesehatan, illegal fishing dan isu-isu transnasional merupakan isu 
kontemporer lainnya yang mewarnai perkembangan dinamika interaksi 
internasional setelah Perang Dingin usai. Isu-isu keamanan tidak lagi terfokus 
pada masalah mempertahankan kedaulatan wilayah, tidak hanya perang antar 
negara dan penggunaan kekuatan militer. Menurut Barry Buzan, ada 5 
dimensi yang saling terkait, yakni : military,political, economic, societal dan 
environmental34. 
                                                          
33Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde, Security A New Framework for Analysis 
(Colorado:Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998), hal. 21 
34Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post 
Cold War Era(2nd edition), (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal 19-20 
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Terdapat beberapa dimensi keamanan yang mulai bergeser dari konsep 
tradisional menuju non-tradisional menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita dan 
DR. Yanyan Mochamad Yani35 diantaranya:  
1. The origin of threats. Bila pada masa Perang Dingin, ancaman-
ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar 
atau/eksternal sebuah negara maka pada masa kini, ancaman-ancaman 
dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini, ancaman yang 
berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan isu-isu primordial 
seperti etnis, budaya, dan agama.  
2. The nature of threats. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti 
ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan 
nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman menjadi 
jauh lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi jauh 
lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti 
ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu lain 
seperti demokratisasi dan HAM.  
3. Changing response. Bila selama ini respon yang muncul adalah 
tindakan kekerasan/militer semata, maka kini isu-isu seperti 
lingkungan hidup, HAM, dan terorisme perlu pula di atasi dengan 
berbagai pendekatan non-militer. Dengan kata lain, pendekatan 
keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh 
pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hokum, 
dan sosial-budaya.  
                                                          
35Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan  Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 123-125.   
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4. Changing responsibility of security. Bagi para pengusung konsep 
keamanan tradisional, negara adalah “organisasi politik” terpenting 
yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. 
Sementara itu, para penganut konsep keamanan “baru” menyatakan 
bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung 
pada seluruh interaksi individu pada tataran global.  
5. Core values of security. Berbeda dengan kaum tradisional yang 
memfokuskan keamanan pada national independence, kedaulatan, dan 
integritas territorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru 
baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. 
Nilai-nilai baru ini antara lain penghormatan pada HAM, 
demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan upaya-
upaya memerangi kejahatan lintas batas (transnational crime) baik itu 
perdagangan narkotika, money laundering, dan terorisme.  
Dimensi-dimensi diatas memaparkan bahwa isu-isu keamanan sudah 
berkembang dengan sangat pesat dan tidak hanya berfokus pada kekuatan militer 
saja dan hanya berbicara soal kedaulatan negara. Akan tetapi sudah berkembang 
dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang mengancam negara-negara di 
dunia saat ini yang di mana isu-isu tersebut lebih berbahaya ketimbang isu-isu 
keamanan tradisional. Isu-isu tersebut setiap saat dapat mengancam dunia 
misalnya isu terorisme, lingkungan hidup, illegal fishing, narkoba, dan isu-isu 
kejahatan lintas negara lainnya. 
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Kerjasama keamanan sendiri telah ada sejak dulu ketika tercipta 
konflik antara Blok Timur dan Blok Barat yang di mana Blok Timur di wakili 
oleh Uni Soviet dan sekutunya dan Blok Barat yang diwakili oleh Amerika 
Serikat dan sekutunya. Kerjasama keamanan ini dilakukan oleh kedua negara 
tersebut agara supaya kepentingan nasional mereka tidak akan terganggu oleh 
hal-hal lain yang dpaat merugikan mereka. Dan juga kerjasama yang 
dilakukan akan lebih mempererat hubungan antar negara yang sedang 
bekerjasama karena setiap saat terlibat dalam pertempuran dan juga dialog-
dialog yang di mana dilakukan oleh negara-negara yang melakukan 
kerjasama tersebut. 
Suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama tentu 
mempunyai motivasi-motivasi tertentu. Menurut Peter Toma dan Robert 
Gorman29 motivasinya36 antara lain: 
1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana 
kerjasama dipandang oleh suatu negara merupakan alat untuk 
memperkuat kepentingan nasionalnya.  
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama 
diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan 
menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang 
bertikai.  
                                                          
36Anita Novianti Sofyan, Dalam Rizna Rezkiana, Kerjasama kontra-Terorisme Jepang-Asean 
dalam Upaya Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 
hal. 22. 
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3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah 
kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran 
ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.  
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang 
diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh aktifitas manusia, seperti menipisnya sumber 
daya alam serta terorisme.  
Motivasi-motivasi di atas menjelaskan bahwa kerjasama yang 
dilakukan oleh negara-negara di dunia khsusunya dalam kerjasama keamanan 
di latarbelakangi oleh berbagai macam faktor yang di mana harus dilakukan 
oleh negara tersebut apabila ingin bersaing dengan negara-negara lain.  
Faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas misalnya kepentingan 
nasional negara masing-masing yang di mana kerjasama diperlukan dengan 
negara lain khususnya kerjasama keamaman karena ada kepentingan nasional 
yang ingin negara tersebut capai yang tidak bisa dicapai tanpa bekerjasama 
dengan negara lain. Faktor lain juga menjelaskan bahwa kerjasama khususnya 
kerjasama keamanan di motivasi untuk menjadikan dunia yang lebih baik lagi 
tanpa ada kekacauan atau perang antar etnis, suku ataupun agama. Faktor ini 
mengedepankan perdamaian di dunia sebagai salah satu motivasi untuk 
melakukan kerjasama. 
Ide dasar dari kerjasama keamanan sendiri adalah di mana negara-
negara bekerjasama untuk menjaga keamanan dan memastikan kepentingan 
nasional mereka. Di dalam permasalahan ini, terdapat norma-norma dasar 
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yang digunakan bagi aktor-aktor ini untuk saling berinteraksi. John Gerard 
Rugie berpendapat bahwa persetujuan kerjasama itu bergantung kepada 
beberapa prinsip yang kemudian melandasi hubungan, yang secara spesifik 
sangat bergantung kepada faktor-faktor tertentu37.  
Hal ini menjelaskan bahwa negara-negara yang terlibat dalam 
kerjasama tersebut harus memiliki aturan-aturan yang akan mengatur negara-
negara tersebut berinteraksi. Dalam kerjasama keamanan sendiri diperlukan 
kepercayaan dari negara-negara yang bekerjasama agar supaya kerjasama 
yang dilakukan tidak akan sia-sia dan tetap pada koridornya demi mencapai 
tujuan yang ingin dicapai. 
 
C. Penelitian-Penelitian Sebelumnya 
Ada beberapa penelitian terdahulu terkait topik yang akan saya teliti. 
Penelitian pertama berjudul Peluang dan Tantangan kerjasama Indonesia-
Filipina dalam menangani Illegal fishing. Ditulis oleh Hartati Arsyad. 
penelitian ini berfokus pada masalah bagamana peluang dan tantangan 
hubungan kerjasama Indonesia-Filipina dan bagaimana strategi kerjasama 
Indonesia-Filipina dalam menangani Illegal fishing. penelitian ini 
menggunakan teori kepentingan nasional, kerjasama bilateral, dan 
transnasional .hasil penelitian ini adalah bagaimana kedua negara 
bekerjasama demi meningkatkan kesejahteraan nelayan, terbentuknya 
pelabuhan penimbangan ikan di wilayah timur Indonesia dan modernisasi 
                                                          
37John Gerard Rugie, dalam Andi Meganingratna, Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia-
Singapura Dalam Menciptakan Keamanan Jalur Pelayaran di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 
September 2001-2010, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, hal. 19. 
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pengawasan melalui teknologi. Kemudian tantangan yg dihadapi berupa 
MOU kedua negaa yg sudah jatuh tempo, terbatasnya kapal patroli Indonesia. 
Adapun strateginya adalah meningaktkan pemanfaatan teknologi, dorongan 
ke Filipina agar merespon MOU yang jatuh tempo, aktif dalam RPOA dan 
JCBC. 
Penelitian kedua berjudul Indonesia, ASEAN, dan Pemberantasan 
Illegal fishing ditulis oleh Kanyadibya Cendana Prasetyo. Penelitian ini 
berfokus pada bagaimana Indonesia memanfaatkan ASEAN untuk 
memberantas Illegal fishing. Penelitian ini menggunakan teori 
Comprehensive Security dan Kerjasama bilateral. Hasil penelitian ini antara 
lain Indonesia harus memanfaatkan ASEAN utamanya dalam pilar ASEAN 
Political-Security Community. 
Peneltian yang ketiga berjudul Strategi Keamanan Maritim Indonesia 
dalam menanggulangi ancaman non tradisional security, studi kasus: Illegal 
fishing periode 2005-2010. Penelitian ini berfokus pada Apa kebijakan 
keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman non tradisional 
security (Illegal fishing) di perairan Indonesia. Teori yang dipakai antara lain 
maritime security dan konsep keamanan. Hasil dari penelitian ini antara lain 
masih lemahnya pengawasan di perairan, Indonesai belum menetapkan 
konsep keamanan multidimensi dan UU, sehingga implementasi kebijakan 
keamanan laut belum terealisasi, pengamanan dan pemberdayaan SDA yang 
lemah, serta kualitas SDM dan teknologi yang masih kurang. 
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BAB III 
PERMASALAHAN ILLEGAL FISHING DAN KERJASAMA KEAMANAN  
DI KEDUA NEGARA 
 
A. Permasalahan Illegal fishing di Indonesia dan Australia 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah 
pulau sebanyak 17.508 baik pulau besar maupun yang kecil. Luas wilayah 
darat Indonesia mencapai 1,937 juta km2. Luas laut mencapai 5,8 juta km2 
dengan garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia juga ditetapka oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara kepulauan oleh UNCLOS 
(United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 198238. 
Kemudian Indonesia juga sudah memiliki Zona Ekonomi Eksklusif dengan 
200 Mil dari garis pantai.  
Begitupun dengan Australia yang juga memiliki luas wilayah 7,6 juta 
kilometer persegi. Australia adalah negara terluas yang keenam di dunia. 
Wilayah samuderanya terluas ketiga di dunia, meliputi tiga samudera dan 
seluas 12 juta kilometer persegi.  Hampir tujuh juta kilometer persegi, atau 91 
persen Australia tertutup oleh tumbuhan asli setempat39.  
 
                                                          
38Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) ; 
http://www.tabloiddiplomasi.org/previousisuue/ 105-september-2010/929-konvensi-pbb-tentang-
hukum-laut-unclos.html, diakses pada tanggal 22 Januari 2017. 
39Sekilas lingkungan hidup Australia, 2016., diakses dari: 
http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/lingkungan_hidup.html , pada tanggal 21 
Januari 2017. 
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Australia kemudian memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ketiga 
di dunia. memancing dan budidaya industri komersial Australia bernilai lebih 
dari $ 2.200.000.000 per tahun40. Hal ini menjadikan kedua negara ini sebagai 
negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan sebisa mungkin di jadikan 
sebagai kekuatan untuk bisa bersaing dan juga dapat memakmurkan 
rakyatnya.  
Dari kelebihan yang dimiliki oleh kedua negara di atas, tidak lah 
kemudian menjadikan keuntungan sepenuhnya kepada kedua negara 
melainkan dari kelebihan tersebut kemudian memunculkan masalah-masalah 
baru yang melanda kedua negara tersebut. banyak masalah yang kedua negara 
hadapi dalam menjaga wilayahnya baik daratan maupun lautan. Di daratan 
sendiri kedua negara harus berupaya keras menjaga agar supaya wilayahnya 
tidak dengan mudah dimasuki oleh para imigran gelap dari berbagai negara di 
dunia yang datang untuk mencari suaka atau mencari tempat pengungsian 
mereka.  
Banyak imigran gelap yang tanpa dokumen resmi memasuki wilayah 
Indonesia dan Australia yang kemudian memunculkan permasalahan baru 
bagi kedua negara. Permasalahan di lautan sendiri tidak kalah rumitnya 
dengan yang di daratan yang di mana kedua negara memiliki wilayah laut 
yang sangat luas dan ini menjadikan tantangan tersendiri untuk kedua negara 
bagaimana menjaga wilayah laut mereka agar tidak terjadi kejahatan-
kejahatan yang dapat merugikan kedua negara. 
                                                          
40Australia's Second NAtional Plan Of ActiOn To Prevent, Deter And ELiminate Illegal, 
UnReported And Unregulated FishIng, 2014., diakses dari: http://www.fao.org/3/a-ax408e.pdf, 
diakses pada tanggal 21 Januari 2017. 
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Kejahatan-kejahatan yang muncul di antara perbatasan laut Indonesia 
dan Australia ini sangatlah beragam, mulai dari penyelundupan obat-obatan 
terlarang, penyelundupan manusia, tempat transitnya para imigran gelap yang 
akan mencari suaka di Australia hingga kejahatan illegal fishing. Kejahatan 
Illegal fishing dapat digolongkan sebagai salah satu kejahatan Transnasional 
yang dapat merugikan banyak pihak tidak hanya negara melainkan juga dapat 
merusak lingkungan laut. 
Kejahatan transnasional berkembang dengan sangat pesat beberapa 
tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan salah satu Konvensi PBB yang di 
mana terdapat 18 jenis kejahatan lintas negara yang sudah diakui secara 
internasional. Walaupun Illegal fishing belum masuk dalam daftar kejahatan 
lintas negara tersebut, akan tetapi sudah bisa di identifikasi bahwa illegal 
fishing sudah merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang mengancam 
negara-negara didunia.  
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membagi 
definisi illegal fishing tersebut menjadi Illegal, Unregulated dan Unreported 
(IUU) Fishing. IUU fishing dapat terjadi disemua kegiatan perikanan, tanpa 
tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan 
intesitas ekploitasi, serta dapat muncul disemua zona yuridiksi nasional 
maupun internasional seperti high sea41.  
 
                                                          
41Direktotat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2006, 
Kebijakan Pengawasan Dalam Penangulangan Illegal, Unreported And Unregulated 
(IUU) Fishing, Kearsipan Perpustakaan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, hal. 7. 
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Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan illegal 
fishing ini. Menurut Nikijuluw (2008), faktor utama terjadinya praktik 
penangkapan ikan ilegal ini adalah karena ikan memang selalu dibutuhkan 
manusia42. Ikan memang sudah menjadi salah satu makanan pokok manusia 
dan tiap tahun seiring meningkatnya jumlah manusia, semakin meningkat 
pula kebutuhan akan ikan tersebut. hal inilah yang kemudian ikan dijadikan 
sebagai komoditi yang mempunyai keuntungan yang sangat besar bagi setiap 
negara maupun individu.  
Hal inilah yang kemudian menjadikan salah satu penyebab di mana 
tergiurnya para nelayan untuk semakin meningkatkan hasil tangkapannya 
demi memenuhi kebutuhan pasar dan juga mendapatkan keuntungan 
ekonomi. Dari sinilah kemudian muncul penangkapan ikan secara ilegal oleh 
para nelayan yang di mana para nelayan melakukan cara-cara apapun baik itu 
menangkap ikan sesuai dengan prosedur yang tepat hingga menangkap ikan 
dengan prosedur yang tidak benar yaitu dengan menangkap ikan dengan 
bantuan alat tangkap yang dapat merusak keanekaragaman hayati yaitu 
menggunakan bom untuk menangkap ikan, hingga melakukan penangkapan 
ikan diluar batas wilayahnya.  
 
 
                                                          
42Victor P. H. Nikijuluw, dalam Dewi Indira Biasane, Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam 
Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), Tesis, Universitas Indonesia, Depok, hal. 
23. 
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Hal ini kemudian yang menjadikan masalah baru bagi dunia 
internasional dan menjadi salah satu perhatian khsusus karena dapat 
merugikan banyak pihak tidak hanya satu atau dua negara saja tetapi akan 
berdampak ke negara-negara lain yang konsumsi hasil lautnya cukup tinggi.  
Kejahatan illegal fishing ini kemudian tidak hanya mengancam 
manusia sendiri, akan tetapi juga mengancam lingkungan laut dan biota laut 
yang disebabkan oleh penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Illegal fishing 
menjadi salah satu permasalahan di negara-negara di dunia khususnya negara-
negara kepulauan yang memiliki banyak sumber daya laut yang melimpah 
dan salah satunya adalah Indonesia dan Australia. bahkan dalam salah satu 
Pasal satu ayat 4 UNCLOS jelas menyebutkan bahwa: 
“pencemaran lingkungan laut” (“pollution of the marine 
environment”) berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau 
tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk 
kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk 
sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan 
kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap 
kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut 
yang sah lainnya, penurunan kwalitas kegunaan air laut dan pengurangan 
kenyamanan. secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke 
dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin 
membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan 
hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, 
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gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan 
dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air 
laut dan pengurangan kenyamanan”.  
Hal ini kemudian jelas menjelaskan bahwa kerugian akibat 
permasalahan yang ditimbulkan dari kejahatan illegal fishing sudah sangat 
mengganggu dan mengancam. Bukan hanya permasalahan ekonomi yang 
ditimbulkan oleh illegal fishing ini tapi juga sudah menyeluruh hampir ke 
semua sektor misalnya pencemaran lingkunan laut yang dapat mengakibatkan 
kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut yang salah satu 
faktornya adalah karena kejahatan illegal fishing ini. 
Illegal fishing yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan 
Australia telah terjadi sejak lama. Data menunjukan semenjak MOU BOX 
diterapkan pada tahun 1974 angka kejahatan illegal fishing sejak tahun 1975-
1997 mengalamai fluktuatif dan bahkan mengalami peningkatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
Tabel 1. Jumlah Perahu Pelintas Batas yang tertangkap di Perairan 
Australia 
Tahun Jumlah Perahu Jumlah Nelayan 
1975 3 Tidak ada data 
1980 2 Tidak ada data 
1985 5 Tidak ada data 
1987 1 Tidak ada data 
1988 
 
46 Tidak ada data 
1989 29 Tidak ada data 
1990 43 Tidak ada data 
1991 38 Tidak ada data 
1992 15 Tidak ada data 
1993 23 Tidak ada data 
1994 111 Tidak ada data 
1995 76 Tidak ada data 
1996 97 Tidak ada data 
1997 122 Tidak ada data 
Sumber: Akhmad Solihin, “Konflik Illegal fishing di Wilayah Perbatasan 
Indonesia-Ausralia”, Vo. 1, no. 1. Hal. 32.  
 
 
Tabel 2. Jumlah Nelayan Indonesia yang Dideportasi dari Australia 
No. Asal Nelayan 
(Propinsi 
 
Tahun 
2004 2005 2006 2007 2008 
1 Jawa Timur 24 182 59 - - 
2 
 
1 
 
 NTT 
 
 
 
 
(Propinsi) 
83 158 262 70 20 
3 
 
Sulawesi 92 422 473 241 66 
4 Maluku 23 77 625 124 8 
5 Papua 65 116 495 199 14 
6 Sumatera dan NTB 9 57 151 - - 
Jumlah 296 1.012 2.065 653 108 
Sumber: Akhmad Solihin, “Konflik Illegal fishing di Wilayah Perbatasan 
Indonesia-Ausralia”, Vo. 1, no. 1. Hal. 32.  
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Data di atas menunjukkan bahwa kejahatan illegal fishing yang terjadi 
di perbatasan antara Indonesia dan Australia cukup signifikan dan sudah 
terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Dari semenjak diterapkannya MOU 
BOX 1974, kejahatan illegal fishing yang terjadi di perbatasan Indonesia dan 
Australia masih terbilang cukup besar. Belum ada dampak signifikan sejak 
diterapkannya MOU BOX tersebut.  
Barulah kemudian pada tahun 2007 kejahatan terhadap illegal fishing 
mulai berkurang dikarenakan pada tahun ini mulai diterapkannya salah satu 
kerjasama untuk menanggulangi kejahatan illegal fishing di perbatasan kedua 
negara yaitu kerjasama keamanan dalam hal patroli bersama di perbatasan 
perairan kedua negara. Banyak dampak yang ditimbulkan dari kasus illegal 
fishingini. Sebagian kalangan di Australia, baik dari kelompok akademisi, 
pemerintah dan pencinta lingkungan menganggap bahwa penangkapan ikan 
oleh para nelayan Indonesia di perairan Australia menyebabkan dampak 
buruk terhadap kerusakan lingkungan laut, ekonomi, kesehatan dan keamanan 
nasional Australia43.  
Hal ini menunjukan bahwa tidak hanya dampak berupa masalah 
ekonomi saja yang ditimbulkan dari illegal fishing ini melainkan juga 
berdampak pada aspek lain misalnya lingkungan dan kelansungan biota laut 
yang ada di perairan di perbatasa kedua negara. Bahkan Menteri Perikanan, 
Eric Abetz dalam kunjungannya di Darwin pada 16 Mei 2006, misalnya, 
                                                          
43Australia-Indonesia Perangi Illegal fishing, 2005.,  diakses dari 
https://m.tempo.co/read/news/2005/12/10/05570424/australia-indonesia-perangi-
illegal-fishing, pada tanggal 21 Januari 2017.  
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bahwa perahu-perahu nelayan ilegal Indonesia bisa membawa berbagai 
macam penyakit, seperti flu burung, rabies, atau penyakit kuku dan mulut 
yang bisa menimbulkan kerugian bernilai milyaran dollar pada perekonomian 
Australia44.  
Lebih lanjut lagi bahwa kejahatan illegal fishing ini juga berdampak 
pada aspek-aspek yang tidak kalah kompeks karena sudah mengancam 
kesehatan manusia. Yang kemudian dengan adanya dampak kesehatan ini 
jelas akan berdampak pada sektor lain misalnya ekonomi. Yang di mana 
ekspor impor perikanan akan terganggu dengan adanya isu-isu mengenai 
masalah kesehatan tersebut yang jelas akan mengganggu stabilitas 
perekonomian suatu negara khususnya Indonesia dan Australia. 
Duta Besar Australia Bill Farmer mengatakan bahwa kerugian 
Penangkapan ikan secara liar merugikan perekonomian Australia dan 
Indonesia sebesar jutaan dolar setiap tahun dan mengakibatkan menipisnya 
persediaan ikan kita yang merupakan sumber makanan penting dan 
komoditas perdagangan utama45.  
Permasalahan Illegal fishing ini juga tidak hanya berdampak kepada 
Australia melainkan juga berdampak pada Indonesia yang di mana kerugian 
                                                          
44Ganewati Wuryandari, “Menerobos Batas”Nelayan Indonesia Di Perairan Australia: 
Permasalahan Dan Prospek, Crossing Border: Indonesian Traditional Fishermen InAustralian 
Waters, Vol. 11, No. 1, Juni 2014. hal. 12. 
45Patroli Perikanan Bersama Bersejarah RI Australia, 2007., diakses dari: 
http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_074.html pada tanggal 21 Januari 
2017 
42 
 
akibat pencurian ikan ini mencapai 3000 Triliun rupiah per tahun46. Menurut 
FAO pemerintah Indonesia mengalami kerugian mencapai 2 milyar dollar AS 
pertahun, kerugian tersebut apabila dikonversi dengan produksi ikan, maka 
dapat mencapai sekitar 43,208 ton47. Selain itu penangkapan ikan secara 
ilegal di wilayah laut Indonesia terus meningkat, dengan total kerugian yang 
dialami Indonesia sekitar US$ 2 milyar, atau sekitar Rp. 18 Trilyun per tahun. 
Dari kegiatan penyelundupan, Indonesia mengalami kerugian sekitar US$ 1 
milyar per tahun. Eksploitasi pasir secara ilegal merugikan Indonesia lebih 
dari Rp. 2 Trilyun setiap tahun48. 
Kerugian lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah di mana 
terganggunya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. hal ini 
terlihat jelas dari pernyataan Freddy Numberi, Mantan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia bahwa kegiatan para nelayan Indonesia 
tersebut sering mengakibatkan hubungan kedua negara terganggu49. Lebih 
lanjut permasalahan illegal fishing ini juga cukup mengganggu hubungan 
antara kedua negara karena pihak Australia mengalami kerugian yang cukup 
besar akibat dari kejahatan pencurian ikan yang dilakukan di perbatasan 
                                                          
46Estu Suryowati, Menteri Susi: Kerugian Akibat "Illegal fishing" Capai Rp 3.000 Triliun, 2015, 
diakses dari 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/23/123334126/Menteri.Susi.Kerugian.Akibat.Ille
gal.Fishing.Capai.Rp.3.000.Triliun pada tanggal 21 Januari 2017. 
47Data Menurut FAO Terhadap Kerugian Indonesia Dalam Illegal fishing, 
http;//p2sdkpkendari.com/indeks.php.?pilih , diakses pada tanggal 22 Januari 2017 
48Katinawati. 2013. “Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) Dalam Keamanan Perairan Di Asia 
Tenggara, eJournal hubungan Internasional, Vol. 1, no. 3. Hal . 719 
49Ganewati Wuryandari, op cit., hal. 12 
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kedua negara50. Hal ini menekankan bahwa kejahatan ilegal fishing 
merupakan kejahatan yang luar biasa karena kerugian yang ditimbulkan 
sudah memberikan dampak yang buruk terhadap kedua negara. 
 
Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kejahatan illegal fishing ini 
sudah sangat merugikan kedua negara karena sudah berdampak pada hampir 
semua sektor baik ekonomi, poliitk, hingga kesehatan. Kejahatan illegal 
fishing yang terjadi di perbatasan kedua negara tidak hanya dilakukan oleh 
Warga Negara Indonesia saja melainkan juga dilakukan oleh Warga Negara 
selain Indonesia dan Australia misalnya kapal-kapal dari Tiongkok51. Sumber 
daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia dan Australia sebagai target 
nelayan-nelayan dari berbagai negara untuk mencuri hasil sumber daya alam 
di wilayah Indonesia dan Australia ini.  
  
B. Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Menangani Illegal fishing 
Kejahatan illegal fishing sudah menjadi salah satu masalah dunia 
setelah perang dingin selesai yaitu pada dekade 90 an dan ini menjadikan 
kejahatan illegal fishing menjadi salah satu masalah keamanan non tradional 
yang berdampak luas pada dunia khususnya negara-negara kepulauan. 
Kejahatan illegal fishing yang melanda dunia khususnya Indonesia dan 
Australia sudah banyak merugikan kedua negara tidak hanya bersifat eknomi 
                                                          
50F.A. Mediansky, Australian Foreign Policy : into the new millenium, Macmillan Publishers 
Australia Pty Ltd, South Yarra, 1997, hal. 123. 
51Wawancara dengan Staf Kapal Direktorat Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Jakarta, 12 Januari 2017. 
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saja, melainkan sudah berimbas kepada bidang-bidang yang lain misalnya 
kesehatan dan juga sudah berdampak pada hubungan kedua negara.  
Dari masalah kejahatan illegal fishing inilah yang kemudian 
mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan kerjasama guna 
menangani kejahatan illegal fishing ini. Sudah banyak kerjasama yang 
dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam menangani kasus-kasus illegal 
fishing ini. Salah satu kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan oleh 
negara-negara di dunia adalah tentang Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
1982  (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang 
ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 
Desember 1982.  
Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas-batas 
maritim juga mengatur hak-hak dan kewajiban Negara pantai yang yang 
harus dipatuhi oleh Negara di Dunia, terhadap Negara pantai dapat 
menegakkan peraturan perundang-undangannya seperti yang telah 
disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS ) dalam 
pasal 73 yang berbunyi bahwa : 
a. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya 
untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan 
pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif 
mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, 
memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, 
sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan 
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perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan 
ketentuan konvensi ini. 
b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya kapalnya harus 
segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang 
layak atau bentuk jaminan lainnya. 
c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran 
peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi 
Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada 
perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, 
atau setiap bentuk hukuman badan lainya. 
d. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara 
pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, 
melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil 
dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. 
Pasal di atas memastikan bahwa setiap negara berhak mengadili para 
pelaku illegal fishing yang secara sengaja masuk dan mencuri hasil laut di 
negara tersebut sesuai hukum yang ada di negaranya tapi tetap dalam kontrol 
Undang-Undang yang berlaku. Misalnya jika ada kapal asing yang sengaja 
masuk dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar wilayah negara 
tersebut misalnya melakukan pencurian ikan, maka negara yang dilanggar 
akan segera menangkap dan menghubungi negara asal kapal tersebut dan 
akan segera mengadili jika terbukti bersalah. 
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Kerjasama lain yang dilakukan oleh negara-negara didunia untuk 
menangani kejahatan illegal fishing adalah kerjasama yang dilakukan oleh 
negara-negara di Kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Maritime Forum 
yang di mana kerjasama ini menekankan pada keamanan maritim di negara-
negara Asia Tenggara52. Lebih lanjut lagi bahwa daftar permasalahan yang 
umum terjadi terkait dengan masalah keamanan maritim dan harus ditangani 
melalui kerjasama keamanan maritim ASEAN yang efektif seperti isu-isu 
maritim yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti perdagangan 
manusia, penyelundupan, illegal fishing, illegal logging, perampokan 
bersenjata dan pembajakan dan lain-lainnya53. Hal di atas menjelaskan bahwa 
keamanan maritim sudah menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama 
anggota negara-negara Asia Tenggara sendiri termasuk Indonesia karena 
dampak yang ditimbulkan sudah cukup mengkhawatirkan. 
Kerjasama lain yang dilakukan untuk menangani kejahatan illegal 
fishing ini juga dilakukan oleh Indonesia dan Australia yang dilakukan sejak 
beberapa dekade yang lalu. Kerjasama tentang penanganan kasus illegal 
fishing ini sudah terjadi sejak tahun 1974 yang sebut dengan MOU BOX 
1974. Pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan penandatanganan 
perjanjian mengenai hak perikanan tradisional bagi nelayan tradisional 
Indonesia dalam  melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu 
pada zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia.  
                                                          
52Katinawati. 2013. “Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) Dalam Keamanan Perairan Di Asia 
Tenggara, eJournal hubungan Internasional, Vol. 1, no. 3. Hal  718. 
53Ibid. Hal. 718 
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Perjanjian kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 7 
November 1974 menghasilkan “Memorandum of Understanding between the 
Government of Australia and the Government of the Republic of  Indonesia 
Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of  
the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf”. Perjanjian ini 
lebih dikenal dengan istilah MOU BOX 1974, dikarenakan wilayah yang 
diperjanjikan berbentuk kotak54. Perjanjian MOU BOX tahun 1974 ini 
menekankan kepada beberapa poin yang diantaranya memuat beberapa 
aturan-aturan yang disepakati oleh kedua negara. Aturan-aturan tersebut 
memuat beberapa poin yang di mana terdapat hal-hal yang diperbolehkan 
untuk menangkap ikan oleh para nelayan dan juga larangan-larangan yang 
tidak boleh dilakukan oleh para nelayan pada kesepakatan ini. 
Gambar 1. Peta MOU BOX 1974 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Direktorat Kapal PengawasDitjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan 
Dan Perikanan, 2011.  
                                                          
54Akhmad Solihin, 2011. “Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia Di Wilayah Perbatasan, di 
akses dari http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-
Desember%202011_9_17.PDF  pada tanggal 24 Januari 2017 
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Sebelum MOU BOX 1974 ini dilaksanakan, terlebih dahulu ada 
kerjasama yang dilakukan antara kedua negara dalam hal menetapkan 
perbatasan laut. Kesepakatan kerjasama antara Negara Republik Indonesia 
dan Australia pada tanggal 18 Mei 1971 tentang batas landas kontinen yang 
dikeluarkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/1971 
tertanggal 1 Juli 1971  dan ditindaklanjuti dengan  kesepakatan antara  
Indonesia dan Australia pada tanggal 9 Oktober 1972 tentang batas wilayah 
laut disebelah selatan pulau Tanimbar dan batas wilayah laut disebelah 
selatan pulau rote dan pulau timur. Kesepakatan ini dikeluarkan melalui 
keputusan presiden RI  nomor: 66/1972tertanggal 24 Oktober 1972 sesuai 
dengan titik – titik koordinat pentuan wilayah pengelolaan perikanan kedua 
negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)55. Gambar dibawah ini adalah peta 
batas maritim Indonesia-Australia untuk pengaturan sumberdaya alam hayati 
di samudera Hindi, Laut Timor dan Laut Arafura. 
Gambar 2. Peta batas maritim Indonesia-Australia 
 
 
 
 
 
 
                                                          
55Patroli Terkoordinasi Ausindo 2007-2010, Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2011. Hal. 10-11. 
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Sumber : Direktorat Kapal Pengawas Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan 
Dan Perikanan, 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Direktorat Kapal Pengawas Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan 
Dan Perikanan, 2011.  
 
Kerjasama selanjutnya yang dilakukan oleh kedua negara dilakukan 
pada tahun 1981 ini disebabkan Pemerintah Australia mengumumkan wilayah 
perikanan pada 1 November 1979 dari 12 mil menjadi 200 mil. Hal yang 
sama dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980 yang 
kemudian dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia. Perjanjian kedua yang berlangsung 27-29 Oktober 1981 
ini menghasilkan “Memorandum of Understanding between the Republic of 
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Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation 
of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement”56. 
 
Perjanjian yang kedua ini lebih menitikberatkan pada batas wilayah 
laut antara Indonesia dan Australia. Hal ini disebabkan, oleh pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Oleh 
karenanya, untuk membatasi kegiatan para nelayan tradisional Indonesia, 
maka pada tahun 1983 Pemerintah Australia mengubah status peruntukan 
Ashmore Reef dari daerah yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan 
menjadi kawasan taman nasional laut yang harus dilindungi, sehingga 
dilarang penangkapan jenis-jenis biota yang selama ini diperbolehkan 
ditangkap. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan mendarat untuk 
mengambil air tawar. Larangan Pemerintah Australia terhadap penangkapan 
ikan di Ashmore Reef termaktub pada “National Parks and Wildlife 
Conservation Act”, dimana Australia mendeklarasikan “Ashmore Reef 
National Nature Reserve” pada 16 Agustus 198357. 
Kerjasama terus berlanjut hingga pada tahun 1989 disepakatilah 
kerjasama yang dikenal dengan “Agreed Minutes of Meeting Between officials 
of Indonesian and Australia on Fisheries”Hal-hal yang ditegaskan di dalam 
Agreed Minute 1989 ini adalah: Pertama, perubahan status Ashmore Reef dan 
Cartier Islet yang tadinya merupakan bagian dari tempat para nelayan 
tradisional Indonesia beroperasi menjadi kawasan pelestarian alam. Kedua, 
                                                          
56Akhmad Solihin, Op cit., hal. 3-4 
57Ibid, hal. 3-4 
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terjadi penyusutan stok ikan di sekitar Ashmore Reef akibat aktivitas para 
nelayan tradisional Indonesia, oleh karenanya pihak Australia dikenakan 
kewajiban-kewajiban internasional tertentu untuk menjaga kelestarian alam 
pada wilayah Ashmore Reef dan Cartier Islet58. 
Ketiga, penegasan kembali keberadaan Indonesia dan Australia yang 
sama-sama menjadi anggota CITES. Keempat, atas tawaran pihak Australia, 
disepakati bahwa para nelayan tradisional Indonesia diperbolehkan 
melakukan penangkapan ikan tidak hanya di daerah-daerah yang berdekatan 
dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan 
Browse Islet sebagaimana ditetapkan dalam  MOU BOX 1974, tetapi juga di 
daerah box yang lebih luas pada wilayah perikanan dan landas kontinen 
Australia, di samping melanjutkan terus pelaksanaan MOU BOX 1974 bagi 
nelayan tradisional yang beroperasi dengan menggunakan metode dan 
perahu-perahu tradisional. Kelima, pihak Australia akan mengambil tindakan 
tegas terhadap para nelayan yang beroperasi di luar wilayah sebagaimana 
yang sudah ditetapkan dalam MOU BOX 1974.  
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang 
perikanan untuk mengadakan mata pencaharian pengganti (alternative 
livelihood) bagi nelayan tradisional indonesia yang melakukan kegiatan 
penangkapan ikan berdasarkan MOU BOX 1974 di wilayah Indonesia bagian 
Timur. Keenam, kedua belah pihak juga sepakat untuk mempertimbangkan 
jenis-jenis satwa yang dilindungi melalui tukar menukar informasi agar 
                                                          
58Ibid, hal. 4 
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menguntungkan kedua belah pihak. Ketujuh, akhirnya kedua belah pihak 
sepakat untuk berkonsultasi kapan saja diperlukan untuk menjamin efektivitas 
pelaksanaan MOU dan Agreed Minute yang ada59. Kerjasama yang dilakukan 
oleh Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan khusunya dalam 
memberantas kejahatan illegal fishing adalah kerjasama yang dilakukan pada 
tahun 2006 atau yang biasa disebut dengan Lombok Treaty. Perjanjian 
”Lombok Treaty”  isinya adalah mencakup kerangka kerjasama keamanan 
antara Indonesia dan Australia meliputi; penyelundupan orang dan 
perdagangan manusia (People smuggling and trafficking in persons), 
Pencucian Uang (Money laundering), Pendanaan Terorisme (Financing of 
terrorism), Korupsi (Corruption), Illegal fishing, Kejahatan – Cyber, 
Perdagangan Gelap Narkotika dan Bahan Obat psikotropika dan Prekursor 
(Illicit trafficking in narcotics drugs and psychotropic substances and its 
precursors), Perdagangan Senjata Gelap, amunisi, bahan peledak dan Bahan 
Berbahaya Lainnya (Illicit trafficking in arms, ammunition, explosives and 
other dangerous materials and the illegal production thereof), dan jenis 
kejahatan lain jika dianggap diperlukan oleh Pihak Kedua (Other types of 
crime if deemed necessary by both Parties)60. 
Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam 
bidang keamanan untuk menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua 
negara sudah terjadi sejak tahun 2007 di mana kerjasama yang dilakukan 
adalah patroli terkoordinasi antara pihak otoritas Indonesia dan juga pihak 
                                                          
59 Ibid, hal. 4 
60 Patroli Terkoordinasi Ausindo 2007-2010, Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, op cit., hal. 11-12 
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Australia. patroli terkoordinasi ini dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam satu 
tahun61 
Kerjasama pun terus berlanjut hingga pada tahun 2011, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia melakukan 
kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara. 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya terkait 
dengan: terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian 
uang, korupsi, penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, pembalakan 
liar, kejahatan dunia maya, eksploitasi anak, kejahatan ekonomi, kejahatan 
hak kekayaan intelektual, perdagangan gelap narkotika dan bahan 
psikotropika serta prekursornya,  perdagangan gelap senjata api, amunisi, 
bahan peledak dan material berbahaya lainnya serta produksi ilegalnya, dan 
jenis kejahatan lain yang dianggap perlu oleh kedua peserta.  
Kemudian peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan 
institusi melalui metode-metode termasuk: pertukaran personil, program 
pelatihan dan pendidikan, kemitraan dalam membangun fasilitas untuk 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara, dukungan peralatan 
dan teknologi, dukungan operasi.  
Kerjasama ini pun terus ditingkatkan hingga pada tahun 2015 
Indonesia dan Australia kembali memperkuat kerjasama dalam mendukung 
kegiatan-kegiatan terkoordinasi dan kerjasama untuk mencegah, menghalangi 
dan menghapuskan Illegal fishing berdasarkan langkah-langkah dan cara-cara 
                                                          
61 Ibid, hal. 17 
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yang efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan 
upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memajukan praktek penangkapan 
ikan yang bertanggung jawab dan untuk memerangi Illegal fishing melalui 
pertukaran informasi menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam tata kelola 
perikanan berkelanjutan, mengeksplorasi kemungkinan inisiatif bersama 
secara sukarela dan memperkuat kerjasama dengan Pemerintah dan organisasi 
internasional lainnya untuk memerangi IUU Fishing dan memajukan tata 
kelola perikanan berkelanjutan. 
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BAB IV 
EFEKTIVITAS KERJASAMA PENANGANAN KASUS ILLEGAL 
FISHING DI PERBATASAN KEDUA NEGARA 
 
A. Efektivitas Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Menangani 
Kasus Illegal fishing Di Perbatasan Kedua Negara 
 
Permasalahan Illegal fishing yang terjadi di perbatasan kedua negara 
memang telah menjadi suatu isu yang cukup kompleks di mana permasalahan 
ini sudah merambah ke banyak bidang baik ekonomi, sosial, politik, hingga 
kesehatan. Kejahatan Illegal fishing ada suatu kejahatan yang sudah sangat 
merugikan banyak pihak tidak hanya satu negara melainkan dapat merugikan 
banyak negara hingga kawasan. Illegal fishing dapat digolongkan menjadi 
suatu kejahatan yang luar biasa. Definisi kejahatan sendiri adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian 
jika di tinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan 
adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga 
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 
ketentraman dan ketertiban.  
Hal ini jika dikaitkan lagi dengan illegal fishing maka sudah dapat 
dipastikan bahwa illegal fishing merupakan salah satu kejahatan yag sudah 
melanggar Undang-Undang di suatu negara dan kemudian sudah merugikan 
banyak pihak termasuk masyarakat karena kejahatan lllegal fishing ini sudah 
mengganggu ketenteraman masyarakat luas.  
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Jika di kaitkan dengan melanggar Undang-Undang, di Indonesia 
sendiri Pemerintah melalui Lembaga Legislatif telah menerbitkan Undang-
Undang (UU) No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah 
dengan UU No. 45 tahun 2009 yang salah pada pasal 27 ayat 2 mengatakan 
bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI atau Surat Izin Penangkapan 
Ikan. Jika kemudian ada warga negara asing yang dengan sengaja melanggar 
wilayah Indonesia dan mencuri ikan di wilayah Indonesia, maka warga 
negara asing tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 93 ayat 2 
yang berbunyi Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang 
tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
Kejahatan illegal fishing juga tidak hanya terjadi di dalam satu negara 
melainkan juga sudah merambah ke negara berbagai negara. hal ini yang 
kemudian disebut dengan kejahatan lintas negara. illegal fishing sudah dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena illegal fishing yang 
terjadi sudah melintasi batas-batas teritorial suatu negara.  
Misalnya kejahatan illegal fishing yang terjadi di perbatasan antara 
Indonesia dan Australia. yang di mana kejahatan yang dilakukan oleh para 
nelayan Indonesia yang mencuri ikan di perbatasan wilayah teritorial 
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Australia. yang kemudian di tangkap oleh pihak berwenang Australia karena 
telah memasuki wilayah Australia dan melakukan penangkapan ikan 
diwilayah mereka. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, yang di mana 5 
nelayan asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, ditangkap oleh pihak 
berwenang Australia di laut Pacitan pada tanggal 19 Mei 2014 karena 
melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Australia62. 
Illegal fishing juga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional 
karena telah melanggar hukum disuatu negara dan juga telah memberikan 
dampak kepada negara yang bersangkutan. Hal ini misalnya yang terjadi di 
perbatasan antara Indonesia dan Australia yang di mana telah terdapat banyak 
kasus illegal fishing yang terjadi diperbatasan kedua negara yang kemudian 
melanggar hukum di kedua negara dan telah memberikan dampak yang tidak 
sedikit. Dampak yang dirasakan mulai dari ekonomi, politik, hingga 
kesehatan. Kejahatan transnasional khususnya illegal fishing tidak hanya 
terjadi dalam suatu kelompok besar melainkan juga bisa dilakukan oleh 
kelompok-kelompok kecil atau bahkan individu. Misalnya illegal fishing 
yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Australia yang di mana illegal 
fishing yang terjadi dilakukan sebagian berasal dari nelayan-nelayan kecil 
asal Indonesia yang melakukan tindak pencurian di wilayah Australia. 
 
 
                                                          
62Nofika Dian Nugroho, “5 Nelayan Asal Sinjai Ditangkap Polisi Australia” diakses 
dari https://m.tempo.co/read/news/2014/05/24/058580074/5-nelayan-asal-sinjai-
ditangkap-polisi-australia pada tanggal 28 Januari 2017. 
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Kejahatan Illegal fishing kemudian sudah bisa dikategorikan sebagai 
kejahatan transnasional dikarenakan sudah memiliki dua aspek yang 
mendasari perspektif transnasional tersebut yaitu tindakan yang dilakukan 
sudah melanggar aturan atau hukum yang berlaku di negara yang terdampak 
dan juga illegal fishing terjadi wilayah negara lain atau dengan kata lain telah 
melanggar teritorial negara lain. Misalnya yang terjadi di perbatasan antara 
Indonesia dan Australia yang di mana illegal fishing terjadi karena telah 
terjadi di negara Australia yang dilakukan oleh nelayan Indonesia dan jelas 
nelayan Indonesia tersebut telah melanggar hukum di Australia.  
Kejahatan transnasioanl khususnya illegal fishing terjadi disebabkan 
oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor disparitas pendapatan dan juga 
kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat. Hal ini yang kemudian terjadi 
di Indonesia yang di mana terdapat dikesenjangan di antara masyarakat 
khususnya para nelayan.  
Menurut Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional 
Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan sebenarnya akar persoalan 
kemiskinan pada nelayan lokal ini bersumber pada tiga hal.Pertama, 
ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan dimana dari 2,8 juta nelayan 
kecil di Indonesia, 90 persen hanya membawa pulang rata-rata 2 kg ikan per 
hari, kedua, tidak terpenuhinya hak-hak dasar keluarga nelayan dan 
petambak, seperti para nelayan di kawasan Marunda, Jakarta Utara. faktor 
ketiga yaitu kuatnya arus liberalisasi dimana pada akhir 2015 Indonesia akan 
memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dan komoditas perikanan telah 
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menjadi 1 dari 12 sektor prioritas pasar tunggal tersebut"63. Hal ini yang 
kemudian menjadi salah satu faktor pendorong kerjasama yang dilakukan 
antara Indonesia dan Australia dalam menangani kasus illegal fishing yang 
terjadi di perbatasan kedua negara. Dikarenakan illegal fishing sudah 
merupakan salah satu kejahatan transnasional yang telah merugikan kedua 
negara.  
Kerjasama yang terjalin antara kedua negara dalam menangani illegal 
fishing sudah terjadi sejak tahun 1974 hingga kerjasama yang terakhir yaitu 
pada tahun 2015 yang di mana terdapat dua kerjasama yang dilakukan antara 
Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Australia. kerjasama pada tahun 
2015 ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia dan juga 
Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air Australia. sedangkan kerjasama 
yang lain adalah kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dan juga 
Kepolisian Federal Australia tentang kerjasama dalam pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan lintas negara.  
Sebelumnya pada tahun 2011 juga Indonesia dan Australia 
mengadakan perjanjian antara Kepolisian Republik Indonesia dan juga 
Kepolisian Federal Australia tentang kerjasama pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan lintas negara yang di mana dalam perjanjian ini 
terdapat beberapa kejahatan lintas negara yang menjadi fokus kerjasama 
kedua negara antara lain terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan 
                                                          
63Septian Deny, “3 Penyebab yang Bikin Nelayan RI Miskin”diakses dari: 
http://bisnis.liputan6.com/read/2079441/3-penyebab-yang-bikin-nelayan-ri-miskin pada 
tanggal 30 Januari 2017. 
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orang, pencucian uang, korupsi, penangkapan ikan ilegal, penambangan 
ilegal, pembalakan liar, kejahatan dunia maya, eksploitasi anak, kejahatan 
ekonomi, kejahatan hak kekayaan intelektual, perdagangan gelap narkotika 
dan bahan psikotropika serta perdagangan gelap senjata api, amunisi, bahan 
peledak dan material berbahaya lainnya serta produksi ilegalnya dan jenis 
kejahatan lain yang dianggap perlu oleh kedua peserta. 
 Kerjasama juga dilakukan pada tahun 2010 yang di mana terdapat 28 
poin kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan juga 
Pemerintah Australia pada tanggal 2 November 2010 di Jakarta, yang di mana 
salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah Indonesia dan Australia 
menyadari pentingnya kerjasama dalam mencegah, memberantas, dan 
menghapuskan penangkapan ikan yang tidak legal, tidak dilaporkan dan tidak 
diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) antara kedua negara 
dan di kawasan Asia Pasifik.  
Kedua negara merasa puas dengan kemajuan terkini kerjasama di 
bidang pengawasan perikanan dan tanggap kegiatan melalui Indonesia-
Australia Fisheries Surveillance Forum (IASF), dan lebih jauh lagi melalui 
Rencana Aksi Regional Untuk Mempromosikan Praktek-praktek 
Penangkapan Ikan Bertanggungjawab termasuk Penanggulangan IUU Fishing 
di Kawasan pimpinan Indonesia-Australia. Kedua negara juga menyadari 
bahwa IUU Fishing adalah ancaman besar bagi ketahanan pangan di kawasan 
Asia-Pasifik, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Paracas dari The 3rd 
Asia-Pacific Economic Cooperation Ocean Related Ministerial Meeting, 11-
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12 Oktober 2010 di Paracas, Peru, dan berkomitmen untuk mendorong 
sebanyak mungkin aplikasi pada Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas 
Batas Untuk Memerangi IUU Fishing64. 
Jika dilihat dari banyaknya kerjasama yang dilakukan antara kedua 
negara, maka kerjasama yang dilakukan antara kedua negara telah 
menghasilkan banyak kemajuan yang bisa dilihat dari mengurangnya angka 
kejahatan lintas negara khususnya illegal fishing. Kerjasama pada tahun 2010 
tersebut di atas menegaskan bahwa kedua negara merasa puas dengan 
kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya dengan kerangka pengawasan 
perbatasan antar kedua negara karena telah menunjukan hasil yang cukup 
efektif di mana sejak dilakukan kerjasama keamanan atau patroli bersama, 
kejahatan illegal fishing terus berkurang dari tahun ke tahun.  
 
Tabel 3: Jumlah Kapal dan Nelayan Indonesia yang di tangkap di Australia 
No. Waktu Jumlah 
Kapal 
Jumlah 
Nelayan 
Dibebaskan/ 
Dipulangkan 
1. 2011 15 94 94 
2. 2012 12 74 74 
3. 2013 6 35 35 
4. 2014 11 68 68 
5. 2015 4 21 21 
                                                          
64“Pernyataan Bersama Indonesia-Australia” , diakses dari 
http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB2010.html pada tanggal 31 Januari 
2017 
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Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017. 
 
Dari data di atas menunjukan bahwa angka kejahatan illegal fishing 
yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah Australia makin berkurang 
dari tahun 2011 hingga 2015. Walaupun pada tahun 2014 sempat mengalami 
kenaikan yang signifikan akan tetapi pada tahun 2015, angka kejahatan 
tersebut berkurang sangat signifikan. Hal ini menunjukan bahwa kerjasama 
yang dilakukan oleh kedua negara berjalan dengan efektif. 
Kemudian dari hasil wawancara dengan Staf Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Republik Indonesia, Frans Ohoirat mengatakan bahwa telah 
banyak capaian yang dihasilkan oleh kedua negara dalam kerjasama 
memberantas kasus illegal fishing antara lain melakukan kerjasama melalui 
Public Information Campaign. Public Information Campaign (PIC) adalah 
upaya bersama kedua negara untuk menjelaskan ketentuan pengelolaan 
perikanan di perbatasan dua negara, terutama bagi nelayan pelintas batas dari 
beberapa daerah tertentu khususnya yang dilakukan di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur. Dan juga pihak Australia memberikan pemahaman dan 
informasi  kepada para petugasnya agar supaya memahami batas-batas 
wilayah kedua negara. Kemudian ditutupnya Detention Centres atau pusat 
penahanan sementara bagi para pelaku Illegal fishing yang terdapat di 
Darwin, Australia. ditutupnya detention centres ini menjadikan salah satu 
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bukti bahwa sudah sangat mengurangnya kejahatan illegal fishing yang 
terjadi di perbatasan kedua negara65. 
 
Dari hasil wawancara dengan Konsulat Jenderal Australia di Makassar 
Richard Mathews mengatakan bahwa Kerjasama antara Indonesia dan 
Australia dalam menangani kasus penangkapan ikan secara ilegal di 
perbatasan kedua negara telah sukses dilakukan oleh kedua negara karena 
dapat mengurangi kasus penangkapan ikan secara ilegal di perbatasan kedua 
negara66. Hal senada juga dikatakan wakil presiden kebijakan laut di World 
Wildlife Fund, Michele Kuruc, mengatakan kerjasama yang dilakukan antara 
kedua negara telah sukses dilaksanakan. kerjasama antara Australia dan 
Indonesia untuk mengatasi illegal fishing di wilayah ini harus menjadi contoh 
cara mengatasi masalah sering dianggap terlalu sulit untuk dipecahkan67. 
Kerjasama juga telah memberikan hasil positif bagi Indonesia dan 
Australia diantaranya dalam memerangi kejahatan transnasional ini sudah 
memberikan manfaat yang paling jelas dari kerjasama ini. Antara lain ketika 
atase Kepolisian Republik Indonesia di Australia membantu untuk mengelola 
kasus pemuda Indonesia menangkap ikan secara ilegal, dan banyak kasus 
yang telah diselesaikan melalui berbagi pertukaran informasi antara pihak 
                                                          
65Wawancana dengan Staf Direktorat Patroli Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia, 12 Januari 2017.  
66 Wawancana dengan Konsulat Jenderal Australia Makassar, 24 Februari 2017.  
67 Joint action by Australia and Indonesia to curb illegal fishing hailed, 
http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/joint-action-by-australia-and-indonesia-to-
curb-illegal-fishing-hailed-20150819-gj3axx.html, diakses pada tanggal 27 Februari 2017. 
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kepolisian Indonesia dengan Australia. kemudian kerjasama transfer 
teknologi yang telah dirasakan dampak positifnya oleh kedua negara. 
Kemudian salah satu upaya kedua negara dalam rangka menangani 
illegal fishing antara lain dengan memberikan pelatihan kepada kru kapal 
Indonesia oleh pihak Australia agar supaya dapat memberikan pemahaman 
kepada para nelayan agar tidak melakukan praktik Illegal fishing di 
perbatasan kedua negara, memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada kru 
kapal Indonesia, Peningkatan komunikasi kedua negara tentang illegal fishing 
tersebut, pemberian Beasiswa untuk Pegawai Pengawasan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia oleh pihak Australia. Dari pihak 
Australia sendiri mendapatkan manfaat dari kerjasama yang dihasilkan antara 
lain pihak Indonesia memantau perbatasan kedua negara dan jika ada pihak 
asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Australia, maka Indonesia 
secara otomatis melaporka hal tersebut kepada pihak otoritas Australia, 
kemudian juga pertukaran informasi intelijen atau pertukaran data dan 
informasi mengenai kejahatan dan penanganan illegal fishing di perbatasan 
kedua negara68. 
 
B. Tantangan Dan Prospek Indonesia Dengan Australia Dalam Menangani 
Kasus Illegal fishing 
Dalam menciptakan keamanan khususnya keamanan laut, dibutuhkan 
kerjasama yang erat antara satu negara dengan negara lain tak terkecuali 
                                                          
68Ibid  
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Indonesia dan Australia. Kerjasama yang telah di lakukan selama puluhan 
tahun menandakan bahwa kedua negara memiliki komitmen untuk 
mempererat hubungan dikarenakan banyak faktor yang melatarbelakanginya, 
salah satunya satunya adalah faktor kedekatan geografi yang di mana 
Indonesia dan Australia berbatasan secara lansung.  
Banyak hasil dan capaian yang telah dicapai oleh Indonesia dan juga 
Australia selama melakukan kerjasama dari banyak tantangan yang dihadapi 
oleh kedua negara dalam menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua 
negara. Hasil-hasil yang kemudian dicapai menunjukan bahwa Pemerintah 
kedua negara memang betul-betul serius dalam menangani kasus-kasus 
pencurian ikan di perbatasan kedua negara. Dari banyaknya kerjasama yang 
telah dilakukan oleh kedua negara, terdapat pula banyak tantangan-tantangan 
yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani kejahatan lintas negara 
khususnya kejahatan pencurian ikan secara ilegal di perbatasan kedua negara. 
Tantangan yang pertama adalah di mana Indonesia dan Australia 
memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga terdapat kurangnya 
pengawasan oleh otoritas kedua negara dan hal ini mengakibatkan pencurian 
ikan terjadi di perbatasan kedua negara. Secara geografis Indonesia 
membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari 
pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga 
perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km2), dengan panjang garis pantai 
95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Berdasarkan UNCLOS 1982, 
total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta 
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km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas 
perairan ini belum termasuk landas kontinen (continental shelf)69. Demikian 
juga Australia yang memiliki luas daratan 7.617.930 km² berada di atas 
lempeng Indo-Australia. Dikelilingi oleh Samudra Hindia, dan Samudra 
Pasifik dan dipisahkan dari Asia oleh Laut Arafura, dan Laut Timordan 
dipandang sebagai pulau terluas di dunia.  
Australia memiliki garis pantai sepanjang 34.218 km (belum termasuk 
pulau-pulau di lepas pantai benua), dan pengakuan perluasan Zona Ekonomi 
Eksklusif seluas 8.148.250 km². Zona ekonomi eksklusif ini tidak termasuk 
Teritorial Antarktika Australia. Tidak termasuk Pulau Macquarie, Australia 
terletak di antara 9° LS, dan 44° LS, dan 112° BT, dan 154° BT. Hal ini 
kemudian yang menjadikan tantangan tersendiri bagi kedua negara karena 
dengan jumlah wilayah laut yang sangat luas, maka tidak mudah untuk 
mengawasina. 
Tantangan yang kedua adalah di mana masih perlunya kerjasama 
dengan negara-negara lain khususnya dengan negara-negara pantai atau 
negara-negara kepulauan dalam upaya memberantas kejahatan illegal fishing 
khususnya negara-negara yang berbatasan lansung dengan Australia dan juga 
Indoenesia. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Australia juga berbatasan 
secara lansung dengan beberapa negara pantai atau negara-negara kepulauan 
misalnya Papua Nugini. 
                                                          
69Ridwan Lasabuda. 2013. “Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan  Dalam PerspektifNegara 
Kepulauan Republik Indonesia”, Vol. 1, No.2. hal. 93. 
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Tantangan yang ketiga adalah masih banyaknya nelayan Indonesia 
yang belum mengerti tentang kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia dan juga Australia dalam upaya menangani kasus-kasus 
illegal fishing di perbatasan kedua negara. Hal ini salah satunya dipengaruhi 
oleh faktor pendidikan yang di mana banyak nelayan Indonesia yang belum 
memiliki jenjang pendidikan yang minimal dan ini kemudian yang 
menyebabkan para nelayan kurang peduli dengan kerjasama yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Australia dalam 
upaya penanganan illegal fishing di perbatasan kedua negara.  
Tantangan yang keempat adalah di mana bagaimana menyelesaikan 
persoalan nelayan-nelayan Indonesia yang kerap kali ditangkap polisi laut 
atau Angkatan laut Australia karena dianggap telah mencuri teripang 
diwilayah perairan Australia. hal ini seperti yang terjadi pada bulan Mei 2008 
di mana ada kapal-kapal nelayan Indonesia dari Sulawesi Selatan yang 
kapalnya dibakar ditengah laut dan sebagian besar dari mereka ditahan di 
Australia. hal ini menjadi persoalan cukup serius karena GPS yang digunakan 
oleh para nelayan Indonesia masih menunjukan bahwa mereka masih berada 
dilaut bebas dan belum masuk wilayah perairan Australia.70 
Tantangan yang kelima adalah masih terdapat kapal-kapal ikan yang 
melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini kemudian 
dibuktikan dengan pada tahun 2014, pihak otoritas Australia menangkap para 
                                                          
70Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 
2008. “Menjalin Keakraban Baru Indonesia-Australia”, Vol. 25, no. 1. Hal. 27. 
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nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal 
di perairan Australia.  
Tantangan keenam adalah di mana terdapat unsur-unsur politik yang 
mengganggu kerjasama yang telah berjalan. Misalnya kasus penyadapan yang 
dilakukan oleh Australia kepada Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono dan juga kepada isteri dari Presiden Indonesia keenam. Hal ini 
kemudian memunculkan masalah baru yang di mana kerjasama yang sudah 
terjalin khususnya dalam bidang kerjasama menangani illegal fishing 
khususnya yang terkait dengan patroli bersama dengan otoritas Australia 
dihentikan sementara oleh Indonesia. 
Tantangan ketujuh adalah di mana penangkapan ikan secara ilegal 
masih terus terjadi di perairan Australia. hal ini sesuai yang di kemukakan 
oleh Otoritas Pengelola Perikanan Australia (AFMA) menunjukkan sebanyak 
20 kapal nelayan asing berhasil ditangkap dalam kurun waktu 2015-2016. 
Nelayan ikan tuna di Cairns, Bob Lamason mengatakan ia percaya ada 
banyak kapal nelayan asing yang tidak tertangkap dan juga dia mengatakan 
bahwa Australia hanya punya sedikit kapal patroli di salah satu wilayah 
Australia yaitu Cairns71. 
Tantangan kedelapan adalah di mana tidak hanya kapal-kapal dari 
Indonesia saja yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal melainkan 
juga datang dari negara-negara lain seperti Timor Leste dan Papua Nugini.  
                                                          
71David Chen, “Penangkapan Ikan Ilegal Meningkat di Perairan” diakses dari: 
Australiahttp://www.australiaplus.com/indonesian/berita/penangkapan-ikan-ilegal-
meningkat-di-perairan-australia/7820848  pada tanggal 1 Februari 2017 
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Hal ini kemudian yang mejadikan kedua negara memiliki kesulitan tersendiri 
untuk menangani kapal-kapal asing yang bukan berasal dari Indonesia dan 
juga Australia. 
Indonesia dan Australia telah menjalani kerjasama dalam menangani 
illegal fishing sejak tahun 1974. Banyak yang telah dihasilkan dari kerjasama 
yang telah dilaksanakan. Dari kerjasama yang telah dihasilkan tidak 
kemudian menjadikan kedua negara puas dengan hasil yang sudah didapatkan 
dari kerjasama ini. Akan tetapi kerjasama yang dilakukan mempunyai 
prospek yang bagus kedepannya dalam rangka memberantas kasus-kasus 
illegal fishing yang terjadi di perbatasan kedua negara. banyak peluang yang 
bisa dilihat dari kerjasama yang telah berlansung sekarang.  
Adapun prospek dari kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam 
menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua negara antara lain 
Prospek yang pertama adalah Indonesia dan Australia merupakan negara 
dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan juga kedua negara berbatasan 
lansung dengan salah satu negara Pasifik yaitu Papua Nugini. Illegal fishing 
juga sudah merupakan salah satu kejahatan lintas negara.  
Oleh karena itu, dalam menanggulangi kegiatan Illegal fishing, 
Indonesia dan Australia dapat memanfaatkan peluang kerjasama dan 
koordinasi dengan negara lain yang juga berbatasan dengan Indonesia dan 
Australia yaitu Papua Nugini demi meningkatkan kerjasama pengawasan 
perairan perbatasan ketiga negara demi menanggulangi praktik illegal fishing. 
Indonesia dan Australia memiliki peluang yang sangat lebar agar dapat 
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bekerjasama  dengan Papua Nugini karena perbatasan antara Indonesia, 
Australia, dan juga Papua Nugini merupakan salah satu wilayah yang sangat 
strategis.   
Salah satu pulau yang terdapat dalam perbatasan antara ketiga negara 
itu adalah laut Arafura yang memiliki luas hampir 650.000 km persegi 
dengan kedalaman paling dalam 3,68 km. Laut yang juga menjadi medan 
pertempuran pada tahun 1962 ini memiliki kekayaan alam yang sangat 
melimpah, setiap tahun dieksplorasi kekayaan hasil alamnya, namun 
sepertinya tidak akan pernah habis72. Papua Nugini tentu akan merespon baik 
jika Indonesia dan Australia membuka kerjasama dalam rangka penanganan 
praktik illegal fishing.  
Prospek selanjutnya adalah salah satu kepulauan Indonesia yang 
berbatasan lansung dengan Australia yaitu Kepulauan Aru, Maluku menjadi 
salah satu perairan yang cukup rawan terjadinya kejahatan lintas negara. pada 
bulan Januari 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa 
kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia kedapatan 
melakukan tindakan kriminal lainnya. Sebanyak 1.500 nelayan berhasil 
diselamatkan dari tindakan perdagangan manusia di Pulau Benjina, 
                                                          
72 Potensi dan Karakteristik Sumberdaya Kelautan dan Perikanan WPP 718 Laut Arafura 
Dimutakhirkan menjadi Buku, 2016., diakses dari 
http://p3sdlp.litbang.kkp.go.id/index.php/home/1148-potensi-dan-karakteristik-
sumberdaya-kelaitan-dan-perikanan-wpp-718-laut-arafura-dimutakhirkan-menjadi-buku 
pada tanggal 13 Februari 2017. 
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Kepulauan Aru Maluku, Indonesia73. Hal ini kemudian bisa menjadi peluang 
kerjasama bagi Indonesia dan Australia. di mana tidak hanya kerjasama 
melakukan pemberantasan Illegal fishing, akan tetapi dapat bekerjasama pada 
bidang keamanan kelautan yang lain. Misalnya patroli bersama dapat 
ditingkatkan di perairan yang berbatasan lansung dengan Australia, tidak 
hanya soal pemeriksaan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing, akan 
tetapi juga melakukan patroli dan pemerikasaan terhadap awak kapal yang 
telah memasuki wilayah kedua negara yang dicurigai tidak hanya melakukan 
praktik illegal fishing akan tetapi juga kejahatan lintas negara lainnya 
misalnya perdagangan manusia. 
Prospek selanjutnya adalah Pemerintah Indonesia dan Australia dalam 
melakukan kerjasama penanganan illegal fishing dapat melibatkan 
masyarakat yang berada di perbatasan antara kedua negara. pemerintah 
Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak 
melakukan tindakan penangkapan ikan di perairan Australia. hal ini bisa 
dimanfaatkan oleh kedua negara untuk dapat menambah pengetahuan dan skil 
masyarakat agar setelah mereka paham bahwa tidak boleh melakukan 
penangkapan ikan di wilayah Australia, maka masyarakat yang berada di 
daerah perbatasan ini dapat dibekali pengetahuan khusus dan juga skil agar 
dapat membantu pihak Indonesia dan juga Australia menangani kasus illegal 
                                                          
73 Menteri Susi: Kasus Pahit Benjina Buka Mata Kita, 2017., diakses dari 
http://economy.okezone.com/read/2017/01/24/320/1599447/menteri-susi-kasus-pahit-
benjina-buka-mata-kita pada tanggal 13 Februari 2017. 
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fishing dan juga kejahatan lintas negara lainnya seperti penyelundupan 
narkoba dan juga penyelundupan manusia. 
Prospek selanjutnya adalah di mana salah satu kerjasama 
pemberantasan Illegal fishing antara Indonesia dan Australia adalah 
kerjasama dan konsultasi antara kedua negara terkait dengan kegiatan operasi 
pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan untuk 
penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal.  
Kerjasama ini memuat poin di mana kedua negara akan bertemu dua 
kali dalam setiap tahun di bawah koordinator Forum Pengawasan Perikanan 
Indonesia dan Australia (Indonesia-AustraliaI Fisheries Surveillance 
Forum/IAFSF). Dalam forum ini, Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia 
(Australia Fisheries Management Authority/AFMA) adalah salah satu 
pemangku kepentingan utama, sedangkan Indonesia adalah Kementerian 
Kelautan dan Perikanan RI74. 
Kerjasama ini telah menetapkan beberapa langkah untuk kerjasama 
dalam kegiatan pengawasan perikanan dan penanggulangan kegiatan illegal 
fishing, berbagi informasi, kegiatan terkoordinasi, jaringan informasi, 
kunjungan kapal pengawas perikanan antar kedua negara, bantuan teknis serta 
opsi-opsi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.  Salah satu hasil utama 
dari AIFSF adalah sebuah program kegiatan patroli terkoordinasi yang 
menunjukkan suatu penerapan praktis dari komitmen kedua negara untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dibidang perikanan di 
                                                          
74 Patroli Terkoordinasi Ausindo 2007-2010, Direktorat Kapal Pengawas, Ditjen Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, op cit., hal. 18. 
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wilayah-wilayah yang menjadi pusat perhatian bersama untuk mencapai 
tujuan dalam melaksanakan patroli terkoordinasi sesuai dengan sasaran dan 
cita-cita yang ingin dicapai oleh masing-masing negara. hal ini kemudian 
menjadi peluang kerjasama yang lebih erat lagi bagi kedua negara dalam 
menangani kasus illegal fishing yang terkadi di perbatasan kedua negara. 
Prospek selanjutnya adalah prospek kerjasama yang telah dirasakan 
oleh Indonesia dan Australia sendiri. di mana pada tahun 2016, Pemerintah 
melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap dan 
menenggelamkan kapal asing yaitu kapal Viking yang telah melanggar 
wilayah laut Indonesia karena telah masuk di wilayah Indonesia tanpa 
dokumen resmi dan tidak memiliki surat izin penangkapan ika atau SIPI. 
Kapal Viking ini merupakan salah satu buronan interpol.  
Kapal Viking ini telah secara ilegal memburu ikan-ikan toothfish 
(dissostichus mawsoni) Pantagonia dan Atlantik di Samudera Selatan. Ikan 
jenis ini hidup jauh di kedalaman samudera, dan satu-satunya cara untuk 
menangkapnya adalah menggunakan jaring insang, atau gill net, yang saat 
digunakan akan membunuh begitu banyak jenis ikan lain dan menghancurkan 
ekosistem75.  
Penangkapan kapal viking ini tidak lepas dari adanya kerjasama antara 
Indonesia dan Australia melalui Tim Maritime Border Command, Australian 
Fisheries Management Authority. Kapal Viking sudah dikenal sejak lama 
                                                          
75Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan , 2016., diakses dari 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_viking_suda
h_ditenggelamkan  pada tanggal 13 Februari 2017. 
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melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Southern Ocean di selatan 
Benua Australia. Pada September tahun lalu, pihak berwajib berhasil menaiki 
kapal itu untuk melakukan penggeledahan di sekitar Christmas Island76. Hal 
ini kemudian menjadi peluang kerjasama yang lebih erat lagi bagi kedua 
negara karena kerjasama pertukaran informasi, data, dan juga patroli 
terokoordinasi telah menghasilkan banyak manfaat bagi kedua negara. 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan antara lain: 
1. Bahwa kedua negara yaitu Indonesia dan Australia telah menjalankan 
kerjasama dalam menangani illegal fishing di perbatasan kedua negara 
dengan efektif. Di mana hal ini dapat dibuktikan dengan turunnya angka 
kejahatan illegal fishing di perbatasan kedua negara kurun waktu 2010-
2015.  
2. Kerjasama yang dilakukan juga telah memberikan dampak positif bagi 
kedua negara karena tidak hanya kerjasama keamanan dalam menangani 
                                                          
76 Australia Dukung Indonesia Tenggelamkan Kapal Ilegal Fishing "Viking", 2016., diakses dari  
http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2016-03-16/australia-dukung-indonesia-
tenggelamkan-kapal-ilegal-fishing-viking/1559482 pada tanggal 13 Februari 2017. 
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kasus illegal fishing akan tetapi juga terjadi pertukaran informasi tentang 
kasus-kasus illegal fishing yang sedang terjadi di perbatasan kedua negara 
dan juga kedua negara khususnya Australia memberika pelatihan kepada 
para pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan baik pelatihan 
dalam hal pengawasan hingga pelatihan bahasa Inggris.  
3. Para nelayan Indonesia yang ditangkap oleh otoritas Australia dalam 
kurun waktu 2010-2015 semua telah dibebaskan dan dipulangkan kembali 
ke Indonesia oleh pihak berwenang Australia. Hal ini berkat dukungan 
dari pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. 
4. Tantangan yang dihadapi kedua negara adalah di mana masih adanya 
kapal-kapal asing yang mencuri ikan secara ilegal di perbatasan kedua 
negara. kemudian kapal-kapal yang mencuri ikan tersebut tidak hanya 
berasal dari Indonesia melainkan juga berasal dari negara-negara tetangga 
seperti Filipina, Thailand, Tiongkok, dan juga Vietnam. 
5.  Tantangan berikutnya adalah terdapat unsur-unsur politik yang 
mengganggu kerjasama yang telah berjalan. Misalnya kasus penyadapan 
yang dilakukan oleh Australia kepada Mantan Presiden Indonesia Susilo 
Bambang Yudhoyono dan juga kepada isteri dari Presiden Indonesia 
keenam. 
6. Prospek kerjasama antara kedua negara antara lain adalah Indonesia dan 
Australia merupakan negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan 
juga kedua negara berbatasan lansung dengan salah satu negara Pasifik 
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yaitu Papua Nugini. Illegal fishing juga sudah merupakan salah satu 
kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kegiatan 
Illegal fishing, Indonesia dan Australia dapat memanfaatkan peluang 
kerjasama dan koordinasi dengan negara lain yang juga berbatasan dengan 
Indonesia dan Australia yaitu Papua Nugini demi meningkatkan kerjasama 
pengawasan perairan perbatasan ketiga negara.  
 
 
 
 
B. Saran 
1. Penulis menyarankan agar Pemerintah kedua negara lebih mempererat 
kerjasama melalui patroli terkoordinasi yang sebelumnya hanya 3-4 kali 
dalam setahun agar supaya bisa lebih ditingkatkan lagi dalam menangani 
kasus illegal fishing yang terjadi karena walaupun sudah ada kerjasama 
pengawasan antar kedua negara yang terjadi di perbatasan antara Indonesia 
dan juga Australia, masih terdapat kasus-kasus pencurian ikan yang terjadi 
baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun warga negara 
selain Indonesia dan Australia.  
2. Perlu lebih ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada 
nelayan-nelayan yang sering mencari ikan dekat perairan Australia agar 
tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia. 
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